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Judul : TinjauanHukumKedudukanDisabilitas (StudiKomparasiHukum
Islam dan UU No. 4Tahun 1997)
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum kedudukan
disabilitas, dengan sub permasalahan: 1) Bagaimana kedudukan hukum penyandang
disabilitas di Indonesia? 2) Bagaimana hak-hak penyandang disabilitas dalam
pandangan hukum Islam dan UU No. 4 tahun 1997? Dan Bagaimana kesetaraan hak
dan kewajiban disabilitas dalam kehidupan sosial?
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah (library research).
Pendekatan yang digunakan yakni normatif dan yuridis. Pendekatan normatif
digunakan untuk memahami masalah-masalah dengan melihat dan mendasarkan pada
teks al-Quran maupun as-Sunnah serta Undang-undang, dalam hal ini terkhusus
Undang-undang No.4 Tahun 1997, sebagai upaya pembenaran atau pemberian norma
terhadap masalah yang didekati.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa QS. ‘Abasa/80: 1-5
menegaskanlarangantentangpengabaianterhadapkaumdisabilitas.Sementara Undang-
undang No. 4Tahun 1997 memaparkan status hukum,
sertahakdankewajibandisabilitas,
terlepasdarimasihbanyaknyakekurangandalamaturanperundang-undanganini, yang
hanyamembahasenamisuyakni: Pendidikan, ketenagakerjaan, aksebilitas, rehabilitasi,
bantuan sosial, dan kesejahteraan sosial. Sedangkanbeberapa isu tentang olah raga,
ekonomi, dan politik tidak diatur di dalamnya.
Adapun implikasi dari penelitian ini ialah memberikan penjelasan kepada
masyarakat akan kedudukan hukum disabilitas serta hak dan kewajiban disabilitas
dalam pergaulan sosial kemasyarakatan.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Setiap manusia pada hakekatnya adalah sama tanpa membedakan gender,
usia, warna kulit, ras, latar belakang budaya, agama maupun kepercayaannya. Dalam
konsep agama manusia diciptakan dalam keadaan fitrah dan sempurna oleh Allah
swt.,yang kemudian melahirkan konsep hak asasi manusia. Sebagai ciptaan yang
sempurna dengan hak yang melekat secara inheren pada kemanusiaan maka tidak
mengenal diskriminasi karena perbedaan berdasarkan keadaan fisik dan keyakinan,
serta strata sosial.Namun pada kenyataanya konsep ideal tersebut tidak sepenuhnya
berlaku dalam pergaulan sosial, masih banyak bentuk diskriminatif yang kerap kali
kita jumpai, terutama bagi mereka penyandang disabilitas yang dianggap tidak
sempurna.1
Tidak dapat dipungkiri, bahwa praktik kehidupan sehari-hari di masyarakat
masih menegasikan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, yang dianggap
sebagai bagian dari ketidaknormalan dalam pergaulan sosial
kemasyarakatan.Anggapan miring dan perilaku diskriminatif tersebut sudah menjadi
suatu kepatutan dalam memperlakukan mereka dengan alasan tidak produktif,
menggantungkan hidup pada orang lain, dan tidak cakap atas dirinya. Ironisnya lagi,
1Lihat, David Shirley, Undang-undang Ketenaga Kerjaan (Jakarta: Better Works Indonesia,
2014), h.  4.
2hal ini kemudian direduksi menjadi gagasan nilai yang salah kaprah dalam melihat
persoalan disabilitas.Sedangkan dalam pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 1997
tentang Penyandang Cacat,2 jelas menegaskan bahwa setiap penyandnag cacat
mempuanyai kesamaan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan dan
penghidupan.Sekali pun masih terdapat nilai dilematis di dalamnya.
Tidak hanya dalam pergaulan sehari-hari penyandang disabilitas mendapat
perlakuan diskriminatif dan hanya mendudukkan penyandang disabilitas sebagai
obyek dan bukan subyek hukum yang utuh.
Indonesia memang telah memiliki Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat.Namun, selain implementasinya yang lemah, penggunaan istilah
“penyandang cacat” dalam undang-undang tersebut mengukuhkan kembali stigma
negatif serta persepsi yang tidak tepat, terkait dengan kemampuan para penyandang
disabilitas,sehingga undang-undang ini pun dirasa kurang komprehensif dalam
menjawab kebutuhan penyandang disabilitas.Bila kita melihat isinya, undang-undang
ini memberikan pengaturan terhadap enam isu secara umum, yaitu pendidikan,
ketenagakerjaan, aksebilitas, rehabilitasi, bantuan sosial, dan kesejahteraan
sosial.Sedangkan hak-hak politik, ekonomi dan isu lainnya seperti kesamaan
dihadapan hukum, akses terhadap keadilan, budaya, dan olah raga tidak disebutkan
secara terperinci.
2Undang-undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Lembar Negara Tahun 1997
Nomor 9 Tambahan Lembar Negara Nomor 3670).
3Namun demikian, sebuah angin segar menghembus pada bulan Oktober tahun
2011, pemerintah Indonesia telah melembarnegarakan Undang-undang No. 19 Tahun
2011 Tentang pengesahanConvention on the Rights of Persons with Dissabilities
(Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) atau disingkat dengan
UNCRPD. Ratifikasi UNCRPD oleh Pemerintah Indonesia adalah sebuah tindakan
yang memberikan pergeseran mendasar dalam melihat persoalan disabilitas, yakni
dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia dan menegaskan bahwa
penyandang disabilitas menikmati hak asasi manusia yang sama dengan orang-orang
lainnya dalam ranah sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial.
Sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah yang mengakomodasi prinsip hak
asasi manusia berupa prinsip non-diskriminasi, kesetaraan serta kesempatan yang
sama dan mengakui adanya keterbatasan yang dapat diatasi jika diupayakan.Di mana
aksebilitas fisik dan non-fisik merupakan faktor penting dalam mengatasi kondisi
yang disebut “disabilitas”.Peningkatan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab
negara untuk mengatasi disabilitas menjadi tugas penting sehingga setiap
orang.Sehingga, terlepas dari jenis dan keparahan kecacatan (impairment) yang
dimiliki penyandang disabilitas, sudah selayaknya diupayakan mampu menikmati
hak-hak mereka yang paling mendasar.
Sangat jelas bahwa kekhawatiran atas perlakuan yang diskriminatif terhadap
penyandang disabilitas bukanlah perkara yang mengada-ada. Meskipun Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 memuat pernyataan yang jelas
mendorong non-diskriminasi, kesamaan di hadapan hukum, dan hak untuk
4memperoleh perlakukan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana nilai dari asas
“equality before the law.”Namun,peraturan perundang-undangan yang lain tidak
mewujudkan perlindungan-perlindungan tersebut. Salah satunya ialah Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,3yang membolehkan seorang suami
melakukan poligami dalam situasi tertentu, salah satunya ialah bila istrinya memiliki
atau menderita kecacatan fisik atau suatu penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.Begitu pula dalam dunia medis, diperbolehkannya seorang wanita
hamil untuk menggugurkan kandungan jika terindikasi adanya kecacatan pada janin.
Selain itu, aturan KUHP dan KUHAP yang memandang penyandang
disabilitas sebagai orang-orang yang tidak cakap hukum, dimana mereka dianggap
tidak mampu melakukan tindakan hukum sendiri tanpa bantuan kurrator atau wali.
Sebagai contoh, orang buta tidak dibenarkan melakukan transaksi di bank tanpa
seorang kurrator/wali.Selain dari segi hukum penyandang disabilitas juga mendapat
perlakuan diskriminatif dari segi ekonomi, kelompok ini termarginalkan karena
asumsi bahwa ekonomi tidak efesien bagi disabilitas.4
Tidak hanya sampai di situ, dalam konstruksi bangunan-bangunan juga
banyak yang tidak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas seperti sarana jalanan di
mana jembatan penyeberangan tidak menyediakan jalur untuk kursi roda dan
sebagainya, untuk pengguna jalan dari kelompok disabilitas, westafel atau toilet
3Undang-undang Pokok Perkawinan No 1 tahun 1974 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
4Lihat, NingRetnaningsih, Ruang Untuk Memperjuangkan Kepentingan Politik: Rekaman
Proses Seminar Internasional Ketujuh (Universitas Pichingan: Percik, 2007), h. 290.
5umum yang tidak memadai dalam dan tidak dapat dijangkau oleh pengguna kursi
roda misanya, dan juga beberapa bangunan untuk sarana umum, seperti bank, dan
perkantoran yang meja pelayanan resepsionisnya dibangun hanya sepadan dengan
kebutuhan orang-orang yang tidak menderita kecacatan, tentu saja tidak cocok untuk
mereka yang menggunakan alat bantu berjalan (kursi roda). Bahkan saat berhadapan
dengan hukum, misal kantor kepolisian dan pengadilan yang tidak ramah atas
kebutuhan mereka.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Kesejahteraan Sosial, juga
membangun konstruksi bahwa disabilitas adalah anggota masyarakat bermasalah dan
memiliki disfungsi sosial. Istilah ini menciptakan diskriminasi ganda bagi
penyandang disabilitas karena dengan istilah “bermasalah” dan “disfungsi sosial”.
Dengan demikian, pemerintah secara tidak langsung mengajak semua warga negara
menempatkan penyandang disabilitas sebagai orang yang hanya menyusahkan orang
lain dan tidak dapat berpartisipasi secara penuh.
Di Indonesia sendiri, yang jumlah kaum disabilitasnya,menurut data World
Health Organization (WHO) berjumlah 20 juta jiwa atau hampir 10% dari total
populasi, yang terdiri dari tunanetra (blind), tunawicara (dumb), tunarungu (deaf),
lumpuh (paralyze), dan jenis-jenis kecacatan lain. Dari jumlah itu, lebih dari
separuhnya adalah anak-anak yang tidak atau belum mendapat kesempatanmenikmati
pendidikan. Jumlah kaum tunanetra sendiri menurut data WHO tahun 2002 mencapai
1,5% dari total populasi, jauh lebih tinggi daripada negara-negara berkembang lain
seperti Bangladesh (1%), India (0,7%), Thailand (0,3%). Sementara itu, masyarakat
6dunia, melalui UNESCO, baru mendeklarasikan perhatian terhadap pendidikan kaum
difabel ini pada tahun 1994 yang dikenal dengan Deklarasi Samalanca.
Ajaran agama Islam sendiri memerintahkan kepada segenap pemeluknya
untuk memperhatikan para penyandang disabilitas.Pencibiran dan pengabaian
terhadap hak-hak penyandang disabilitas bukan hanya bertentangan dengan hak asasi
manusia, namun juga bertentangan dengan seruan serta tuntunan agama Islam.







“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang
seorang yang buta kepadanya. Tahukah kamu barengkali ia ingin
membersihkan dirinya dari dosa. Atau ia ingin mendapat pengajaran lalu
pengajaran itu bermanfaat kepadanya.”5
Asbaban-nuzul turunnya ayat tersebut memecahkan suatu peristiwa tertentu
yang terjadi dalam sirah (perjalanan hidup) Rasulullah saw. Yaitu, ketika beliau
sedang sibuk mengurusi segolongan pembesar Quraisy yang beliau seru kepada
Islam, maka beliau didatangi Ibnu Ummi Maktum, seorang laki-laki tunanetra yang
miskin. Karena tidak mengetahui Rasulullah saw., sedang sibuk mengurusi kaum
5Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahan, Edisi Baru
RevisiTerjemahan Januari 1993 (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h. 1024.
7Quraisy itu, maka ia tetap meminta kepada beliau agar mengajarkan kepadanya apa
yang telah diajarkan Allah kepada beliau. Sehingga, Rasulullah saw., merasa tidak
senang atas kedatangan Ibnu Ummi Maktum, lalu beliau bermuka masam dan
berpaling darinya.
Maka turunlah ayat-ayat al-Quranpada permulaan surah ini yang mencela
sikap Rasulullah saw., itu dengan sangat keras. Ayat-ayat itu juga menetapkan
hakikat nilai yang sebenarnya dalam kehidupan jamaah Islam dengan menggunakan
metode yang pasti, sebagaimana segmen ini juga menetapkan hakikat dakwah dan
tabiatnya.Mengenai hal ini dapat dilihat pada surah ‘Abasa ayat 1-16.
Sekalipun Islam memandang semua manusia adalah sama di mata Allah
swt.,namun Islam meletakkan penyandang disabilitas setara dengan dhu’afa yang
patut untuk diperhatikan dan diberikan keistimewaan, bukan justru dikebiri hak-
haknya dan didiskriminasi dalam pergaulan sosial. Padahal menurut ajaran agama
Islam orang cacat sebagaimana orang normal juga adalah manusia biasa yang dapat
berbuat salah dan harus diberi kesempatan.
Karena dinilai masih banyak terdapat ketimpangan dalam realitas sosial
kekinian, yang menganggap penyandang disabilitas sebagai kaum yang tidak mandiri
sehingga termarjinalkan.
B. Rumusan Masalah
Tindakan diskriminatif dan pengebiran hak-hak penyandang disabilitas masih
marak terjadi di Indonesia, dikarenakan implementasi dari aturan perundang-
8undangan dan pergaulan sosial kemasyarakatan yang masih terkesan mengurangi
ruang gerak dan mempersempit kesempatan mendapatkan kesetaraan dalam berbagai
bidang.Hal ini yang menjadi acuan penulis untuk meneliti lebih mendalam tentang
“Tinjauan hukum kedudukan disabilitas (Studi komparasi hukum Islam dan UU No.
4 tahun 1997)” dengan rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian sebagai
berikut:
1. Bagaimana kedudukan hukum penyandang disabilitas di Indonesia?
2. Bagaimana hak-hak penyandang disabilitas dalam pandangan hukum Islam
dan UU No. 4 tahun 1997?
3. Bagaimana kesetaraan hak dan kewajiban disabilitas dalam kehidupan sosial?
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus
1. Hukum
Hukum menurut Aristoteles (384-322 SM), sebagaimana yang dikutip dalam
buku karangan Prof. Achmad Ali, Menguak Teori Hukum.Mendefinisikan hukum
sebagai sesuatu yang berbeda dari sekedar mengatur dan mengespresikan bentuk dari
konstitusi; hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya
di pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.
Berbeda halnya dengan pengertian hukum yang dikemukakan oleh Thomas
Aquinas (1225-1274, abad ke-13), yang mengartikan hukum sebagai suatu aturan
atau ukuran tindakan-tindakan, dalam hal mana manusia diransang untuk
bertindanksesuai aturan atau ukuran itu, atau dikekang untuk tidak bertindank yang
tidak sesuai dengan aturan atau ukuran itu. Sebagaimana diketahui, kata lex (law,
9hukum), adalah berasal dari kata ligare (mengikat), sebab ia mengikat seorang untuk
bertindak menurut aturan atau ukuran tertentu. Hukum tidak lain, merupakan perintah
rasional tentang sesuatu yang memerhatikan hal-hal umum yang baik, disebarluaskan
melalui perintah yang diperhatikan oleh masyarakat.6
Sedangkan hukum menurut J.C.T. Simorangkir, SH dan
WoerjonoSastropranoto, SH adalah Peraturan peraturan yang bersifat memaksa, yang
menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh
badan-badan resmi yang berwajib.Adapun menurut R. Soeroso SH, Hukum adalah
himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur
tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta
mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang
melanggarnya.
Menurut MochtarKusumaatmadja, Pengertian hukum yang memadai harus
tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas
yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup
lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam
kenyataan. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan
terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif
maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata
6Lihat, Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) Vol 1 (Jakarta: Kencana,
2009), h. 418-419.
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lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep
dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan
dan kedamaian.7
2. Hukum Islam
Hukum Islam adalah hukum yang bersifat umum dan kulli yang dapat
diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi
masyarakat dan zaman.Hasby Ash-Shiddieqie menyatakan bahwa, hukum Islam yang
sebenarnya tidak lain dari pada fiqh Islam atau syariat Islam, yaitu koleksi daya
upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.8
3. Kedudukan Hukum
Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan berarti tingkatan atau
martabat,9 dengan kata lain kedudukan adalah status yang menyamakan dan
membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan kedudukan
hukum ialah status hukum yang dimiliki oleh setiap orang yang kemudian menjadi
payung hukum yang memberinya kebebasan untuk bertindak dan tidak bertindak atas
kehendaknya dan menjadi landasan hak untuk memperoleh persamaan baik
dihadapan hukum maupun masyarakat.
7http://zona-prasko.blogspot.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html. (23 Januari
2015).
8Lihat, HasbyAsh-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),  h. 44.
9Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), h. 278.
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4. Disabilitas
Istilah “Disabilitas” mungkin kurang akrab di sebagian masyarakat Indonesia
berbeda dengan “Penyandang Cacat”, sering digunakan di tengah masyarakat. Istilah
Disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia berasal dari serapan kata bahasa Inggris
disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Namun,
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Disabilitas” belum
tercantum.Disabilitas adalah istilah baru pengganti Penyandang Cacat.10
Penyandang Disabilitas dapat diartikan sebagai individu yang mempunyai
kecacatan atau keterbatasan fisik atau mental/intelektual, keadaan tersebut dapat
menghambat penderitanya dalam beraktifitas dan berkreasi bahkan dalam taraf yang
ektrim dapat menimbulkan ketergantungan pada orang lai dikarenakan sipenderita tak
lagi mampu melakukan aktifitas tanpa bantuan orang lain.11 Handicapped atau
disabilitas memiliki istilah lain dalam bahasa Arab namun tidak mengelompokkan
mereka yang a‘ma (tunanetra), asamm(tunarungu), abka/akhras (tunawicara), a‘raj
(tunadaksa), dan ma’tuh (tunagrahita) dalam satu istilah. Istilah mu’awwaq yang kini
banyak dipakai untuk menerjemahkan disabled dalam bahasa Arab modern tidak
dipakai di masa lalu.12
D. Kajian Pustaka
10Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa IndonesiaEdisi V (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), h. 58.
11Tim Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
12Lihat, VarditRispler-Chaim, Disability In Islamic Law, Dordrecht (Springer: The
Netherlands, 2007), h. 3.
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Lebih jelasnya, untuk mengetahui tentang penelitian ini, kiranya penting
untuk mengetahui penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini baik secara
teoritik maupun kontribusi keilmuan.
Diantara buku yang membahas masalah disabilitas diantarannya buku
karangan NingRatnaningsih yang berjudul Ruang Untuk Memperjuangkan
Kepentingan Politik: Dinamika Politik Lokal Di Indonesia: Rekaman Proses Seminar
Internasional Ketujuh.13Dalam buku tersebut penulis mengulas mengenai
pemarjinalan kelompok peyandangdifabel atau disabilitas, terutama dalam segi politik
dan ekonomi, karena ekonomi dipandang tidak efesien bagi kelompok difabel.
Selain itu terdapat pula buku karangan Prof. BandiDelphie dengan judul
Pembelajaran Anak Tunagrahita (Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi).Dalam
buku tersebut membahas seputar pesoalan anak tunagrahita dimana gerak irama
sangat bermanfaat untuk mengembangkan bentuk-bentuk intervensi khusus terutama
bagi anak dengan hambatan perkembangan (tunagrahita) yang
mempunyahendayapenyerta seperti autism, hiperactive, behavior disorder, learning
disability, dan spastic.14
Terdapat pula sebuah buku karangan Tri WidyaKurniasari, Jane Propiona, M.
Asfar Marzuki dengan Judul Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Hak
13NingRetnaningsih, Ruang Untuk Memperjuangkan Kepentingan Politik: rekaman proses
seminar internasional ketujuh (Universitas Pichingan: Percik, 2007).
14BandiDelphie, Pembelajaran Anak Tunagrahita (Suatu Pengantar dalam Pendidikan
Inklusi) (Bandung: PT. Refika aditama, 2012).
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Pendidikan Dan Kesehatan Bagi Anak-Anak Penyandang Cacat (Difabel).15Dalam
buku ini banyak membahas mengenai hak asasi manusia secara keseluruhan dan hak-
hak terkhusus yang dimiliki oleh penyandang disabilitas di Indonesia.
Beberapa karya ilmiah diatas merupakan karya ilmiah yang membahas
tentang kedudukan disabilitas di Indonesia.Penulis merasa belum ada karya ilmiah
yang membahas tentang tinjauan kritis hukum Islam terhadap kedudukan disabilitas
(studi komparasi hukum Islam dan UU no. 4 tahun 1997).Olehnya penelitian ini
diharapkan mampu melengkapi atau lebih tepatnya memberikan kontribusi kecil
terhadap pembahasan tema disabilitas yang telah ada.
E. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan library research sebagai dasar penelitian,
yaitu dilakukan secara analitis dan mendalam terhadap pokok masalah yang
menjadi objek penelitian dan juga tipe yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berangkat dari data dan fakta yang
sesuai rujukan. Penelitian ini ditujukan agar dapat menganalisa secara
mendalam dan detail tentang status dan kedudukan penyandang disabilitas di
Indonesia.
2. Metode Pendekatan
15Lihat, Tri WidyaKurniasari, Jane Propiona, M. Asfar Marzuki, Implementasi Hak Asasi
Manusia Di Indonesia: Hak Pendidikan Dan Kesehatan Bagi Anak-Anak Penyandang Cacat (Difabel),
(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2011).
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Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah normatif dan
yuridis.16 pendekatan normatif digunakan untuk memahami masalah-masalah
dengan melihat dan mendasarkan pada teks al-Quran maupun as-Sunnah serta
hasil ijtihad sebagai upaya pembenaran atau pemberian norma terhadap
masalah yang didekati, sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk
memahami teks dan kandungan isi undang-undang dan teori-teori hukum yang
berkenaan dengan permasalahan disabilitas.
3. Metode Pengumpulan Data
Berdasrkan pedoman penilitian (library research), sehingga dalam
upaya mendapatkan hal-hal yang diperlukan penulis menempuh berbagai cara
membaca diantaranya membaca buku-buku dan karya-karya ilmiah, termasuk
tulisan-tulisan yang dipublikasikan di berbagai media cetak, seperti makalah,
majalah, surat kabar dan sebagainya.Untuk mengumpulkan data dalam
kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data seperti
yang telah dijelaskan di atas, sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan
lancar. Sumber dan jenis data terdiri referensi kepustakaan, kata-kata dan
tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Secara garis besar data
tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Data primer
16UIN Alauddin Makassar, Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Makassar: Alauddin Press, 2013), h.
16.
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Data primer diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu
diperoleh dari sumber referensi, berupa al-Quran, tafsir, buku fikih,
undang-undang dan KUHP dan KUHperdata.
2. Data sekunder
Data sekunder yakni data yang dapat menunjang dalam proses
penulisan yang dapat diperoleh dari buku-buku kontemporer dan
internet.
4. Metode Analisis Data
Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan
analisis dan interpretasi data yaitu:17
a. Induktif, yaitu suatu penganalisaan yang bertitik tolak dari hal-hal yang
bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
b. Deduktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari hal-hal yang umum
kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
c. Komparatif, yaitu metode penganalisaan dengan cara membandingkan
antara satu data dengan data yang lain, kemudian menarik atau memilih
salah satunya yang dianggap tepat.
F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
17UIN Alauddin Makassar, Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Makassar: Alauddin Press, 2013), h.
17.
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Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dikemukakan tujuan  dan
kegunaan penelitian, antara lain:
a. Untuk mengetahui status hukum penyandang disabilitas di Indonesia
b. Untuk menganalisis status dan hak-hak penyandang disabilitas dalam
pandangan hukum Islam.
c. Untuk mengetahui gambaran kongkrit atas relefansi kedudukan
penyandang disabilitas dengan realitas kehidupan soasial kemasyarakatan.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang ditujukan dalam penelitian ini antara lain:
a. Manfaat praktis
1) Hasil penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan informasi bagi
mahasiswa dan masyarakat mengenai status hukum dan kedudukan
disabilitas beserta hak-haknya dalam pergaulan soasial
kemasyarakatan.
2) Dapat menjadi salah satu sumber informasi atas gambaran penyandang
disabilitas di Indonesia.
3) Dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan penegakan hukum
sebagai upaya penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan
kesetaraan soasial.
4) Dapat membantu peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian
tentang kedudukan disabilitas di Indonesia.
b. Manfaat Teoritis
17
Manfaat dari penelitian ini menjadi bahan rujukan bagi para peneliti
selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam lagi, atau sebagai bahan lanjutan
penelitian pustaka dan juga dapat di jadikan sebagai bahan untuk menambah
ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai metode penelitian.
G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan hasil yang rinci dan
sistematis maka penyusun akan membagi kedalam bab dan sub bab dengan susunan
sebagai berikut:
BAB I Yang berisi pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan
masalah, fokus penelitian dan deskripsi fokus, kajian pustaka, metodologi penelitian,
tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.
BAB II Membahas tentangkonsep disabilitas yang meliputi pengertian
disabilitas, macam-macam disabilitas, faktor-faktor penyebab disabilitas, disabilitas
dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
BAB III Membahas tentang Kedudukan Hukum Penyadangan Disabilitas
Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang
Cacat, yang meliputi kedudukan penyandang disabilitas dalam hukum Islam,
kedudukan penyandang disabilitas dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang
penyandang cacat, serta Perbandingan Kedudukan Disabilitas dalam Hukum Islam
dan Undang-Undang No. 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
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BAB IV Membahas tentang Kesetaraan Hak dan Kewajiban Disabilitas dalam
Kehidupan Sosial, yang meliputi hak-hak disabilitas, penyediaan aksebilitas umum
bagi disabilitas dalam bidang ekonomi dan politik, dan kesetaraan hak dan non
diskriminasi dalam kalangan disabilitas





Istilah disabilitas pertama kali dicetuskan di Indonesia oleh beberapa aktivisdi
Yogyakarta, salah satunya adalah.Mansour fakih.1 Penggunaan kata disabilitas
merupakan kata serapan bahasa Indonesia dari “difabled people” yang merupakan
singkatan dari different ability people2 atau yang dapat diartikan sebagai seseorang
dengan kemampuan berbeda. Kata difabel memiliki hubungan dengan
istilahdisability yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah disabilitas,
disability sendiri bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti
kecacatan,3 dan penggunaan istilah kecacatan memiliki transisi perubahan yang
cukup signifikan sesuai dengan persepsi dan penerimaan masyarakat secara luas.
Di dunia internasional, istilah disability mengalami perubahan, antara lain:
cripple(cacat), handicapped (cacat), impairement (gangguan), yang kemudian lebih
sering digunakan istilah people with disability atau disabled people.4People with
disability kemudian diterjemahkan dalam bahasaIndonesia menjadi penyandang cacat
yang pada awalnya menggunakan istilah penderita cacat. Dikarenakan istilah
penderita cacat sangat terkesan diskriminatif karena memandang seseorang memiliki
1Untuk istilah: Disability, Cripple, handicapped, impairement. Lihat John M. Echol, Kamus
Inggris-Indonesia (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 2005), h. 155.
2OxfordLearner’s Pocket dictionary Fourt Edition (University Press), h. 125.
3Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa IndonesiaEdisi V(Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), h. 58.
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salah satu jenis penyakit atau lebih yang mempengaruhi kondisi fisik seseorang.
Perubahan penggunaan istilah penderita cacat menjadi penyandang cacat mulai
dikenalkan pada penetapan UU No. 4 tahun.1997,5 yang menempatkan posisi
penyandang cacat dengan cenderung menghaluskan istilah tersebut. Istilah ini pada
dasarnya masih digunakan secara luas di berbagai publikasi ataupun media
massa.Tetapi berbagai aktivis sosial berpendapat bahwa penggunaan istilah ini
memiliki arti sempit yang masih tetap menempatkan seseorang dalam posisi yang
tidak normal dan tidak mampu karena kondisi kecacatan yang dimilikinya.
Hingga akhirnya pada tahun 1997, penggunaan istilah disabilitas mulai
dikenalkan kepada masyarakat secara luas, sebagai salah satu upaya untuk
merekontruksi pandangan, pemahaman, dan persepsi masyarakat umum pada nilai-
nilai sebelumnya yang memandang seorang disabilitas adalah seseorang yang tidak
normal, memiliki kecacatan sebagai sebuah kekurangan dan ketidakmampuan.6
Pada intinya penggunaan istilah disabilitas ini memberikan arti bahwa orang-
orang yang dahulunya dikatakan sebagai disable atau orang-orang dengan kecacatan
sekarang dapat dikatakan sebagai orang-orang dengan kemampuan berbeda. Namun
dalam beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah di Indonesia yang
55Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, (lembaran negara tahun





berhubungan dengan penyandang cacat masih belum mengganti penggunaan istilah
penyandang cacat menjadi difabelatau Disabilitas.7
Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1997 TentangPenyandang
Cacat menetapkan definisi penyandang cacat sebagai berikut: "Penyandang cacat
adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat
mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan
secara selayaknya.”8 Yang terdiri dari:
1. Penyandang cacat fisik ialah kelainan yang mengakibatkan gangguan pada
fungsi tubuh antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan
kemampuan berbicara.
2. Penyandang cacat mental adalah kelainan dalam tingkah laku baik
kelainan bawaan maupun karena penyakit.
3. Penyandang cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang
menyandang dua jenis kelainan sekaligus.9
Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1980 tentang Usaha
KesejahteraanSosial Penderita Cacat menyatakan bahwa:
"Penderita cacat adalah seseorang yang menurut ilmu kedokteran dinyatakan
mempunyai kelainan fisik atau mental yang oleh karenanya merupakan suatu
rintangan atau hambatan baginya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
7Lihat, Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat,Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan
Penyandang Cacat,UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
8Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 9 Tambahan Lembar Negara Nomor 3670).
9Biro Hukum Departemen Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat.
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secara layak. Terdiri dari cacat tubuh, cacat netra, cacat mental, cacat rungu
wicara, dan cacat bekas penyandang penyakit kronis.”10
Defenisi disabilitas yang terdapat pada hasil konfensi PBB “Convention on
the Rights of Persons with Disabilities” pada 13 Desember 2006 mendefinisikan
disabilitas sebagai orang-orang dengan kelainan fisik, mental, intelektual atau indera
kerusakan secara jangka panjang yang dapat menghalangi dan menghambat berbagai
interaksi dan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar yang sama
dengan lainnya.11
Berbeda lagi dengan definisi penyandang cacat yang dijelaskan dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia danKamus Umum Bahasa Indonesia(Purwadarminta), kata
“cacat” diartikan sebagai kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang
baik/kurang sempurna (yang terdapat pada badan, batin/akhlak), lecet (kerusakan,
noda) yang menyebabkannya kurang baik (kurang sempurna), cela/aib, tidak/kurang
sempurna.12
Sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan definisi
kecacatan ke dalam 3 kategori, yaitu: “impairment, disability, dan
handicap”.Impairment disebutkan sebagai kondisi ketidaknormalan atau hilangnya
struktur (fungsi psikologis) atau anatomis. Sedangkan disability adalah
10Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Penderita
Cacat.(Lembaran Negara Tahun 1980).
11Lihat, Tri WidyaKurniasari, Jane Propiona, M. Asfar Marzuki, Implementasi Hak Asasi
Manusia Di Indonesia: Hak Pendidikan Dan Kesehatan Bagi Anak-Anak Penyandang Cacat (Difabel),
(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2011).
12Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa IndonesiaEdisi V (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), h. 58.
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ketidakmampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya impairment untuk
melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia. Adapun
handicap, merupakan keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya
impairmentdisability yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal
(dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang
bersangkutan.13
B. Macam-macam Disabilitas
Pada umumnya disabilitas dapat digolongkan ke dalam tiga bagian, yakni
disabilitas fisik, disabilitas mental dan disabilitas ganda (disabilitas fisik dan
mental).Adapun tingkat disabilitas fisik diukurberdasarkan kemampuan fungsional
individu untukmelakukan aktivitas hidup sehari-hari secara mandiri.
Terdapat beberapa skala penilaian kemampuanfungsional seperti Activity
Index, FunctionalIndependence Measure, Index Barthel.Dalampenilaian dengan skala
index Barthel terdapat 10tingkatanfungsional dengan tiap penilaian
fungsionaldiberikan skor mulai 0-10, sehingga seseorangyang mandiri penuh bisa
mendapatkan total skor 100.Selanjutnya perolehan skor penilaian
dikelompokkanmenjadi 5 kategori yaitu ketergantungan penuh,ketergantungan berat,
ketergantungan moderat,ketergantungan ringan dan mandiri.14
13Lihat, Tri WidyaKurniasari, Jane Propiona, M. Asfar Marzuki, Implementasi Hak Asasi
Manusia Di Indonesia: Hak Pendidikan Dan Kesehatan Bagi Anak-Anak Penyandang Cacat (Difabel),
(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2011).
14Lihat, Wahyuni Dwi Astuti, Tingkat Disabilitas Fisik Berdasarkan Penyakit Degeneratif
Yang Diderita Menurut Faktor Sosial dan Demografi (kajian isu publik dalam formulasi kebijakan
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1. Disabilitas Fisik
Dalam Encyclopedia of psychology, disebutkanbahwa disabilitas fisik
termasuk kebutaan, ketulian, deformitas, penyakit musculardan syaraf, paralysis,dan
kehilangan anggota gerak. Penyebab disabilitasdi antaranya perdarahan otak, arthritis
dan penyakittulang lain, amputasi, penyakit paru severe ataupenyakit jantung dan
proses ketuaan. sedangkanLumbantobingmenyatakan bahwa stroke merupakan
penyakityang paling banyak menyebabkan disabilitas padakelompok usia lebih dari
45 tahun.15
Disabilitas dapat mengakibatkan penderitanya tidakmampu melakukan
banyak hal diantaranya tidak mampuberkomunikasi, tidak dapat berjalan sendiri,
harusdibantu buang air besar, harus dibantu makan,masih ngompol, harus dibantu
pindah dari tempat tidur ke kursi, harus dibantu berpakaian, mandi danmencuci.
Ada beberapa jenis klasifikasi disabilitas fisik menurut standar nasional yang
dikembangkan oleh Kementrian Sosial dalam survey dan sensusnya, yaitu:
a. Tunanetra atau cacat penglihatan, meliputi kebutaan total dan low vision.
Kebutaan total berarti kedua mata tidak bisa melihat sama sekali, dan low
vision berarti kedua mata tidak bisa menghitung jari yang digerakkan pada
jarak 1 meter, meskipun sudah menggunakan kacamata. Menurut Oxford
kesehatan), pdf. Diakses Melalui http://www.google.com/search?q=macam-macam+disabilitas. (14
Januari 2015)
15Lihat, Wahyuni Dwi Astuti, Tingkat Disabilitas Fisik Berdasarkan Penyakit Degeneratif
Yang Diderita Menurut Faktor Sosial dan Demografi (kajian isu publik dalam formulasi kebijakan
kesehatan), pdf. Diakses Melalui http://www.google.com/search?q=macam-macam+disabilitas.(14
Januari 2015).
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(1996) ”blind is lacking the power of sight; unable to see”. Dari
pengertian di atas yang dimaksud dengan cacat netra adalah keterbatasan
untuk melihat. Di dalam dunia medis dikenal dua bentuk cacat
penglihatan, yaitu: Reversibel dan inreversibel.Reversibel adalah
kekeruhan media penglihatan sedangkan inreversibel adalah kelainan
retina dan syaraf optik yang mengambil bentuk parsial dan total.
Gangguan penglihatan reversibel adalah kekurangan penglihatan yang
diakibatkan oleh kekeruhan media penglihatan, seperti kelainan korne atau
selaput bening lensa mata.16
b. Tunarungu atau cacat pendengaran, yaitu tanpa alat bantu dengar kedua
telinga tidak dapat mendengar suara atau kata-kata dalam pada 1 meter.
c. Tunawicara, ialah individu yang mengalami kerusakan atau kehilangan
kemampuan berbahasa, mengucapkan kata-kata, ketepatan dan kecepatan
berbicara, serta produksi suara.
d. Tunadaksa, secara harfiah berarti cacat fisik. Kelompok tunadaksa antara
lain adalah individu yang menderita penyakit epilepsy (ayan), kelainan
tulang belakang, gangguan pada tulang dan otot,serta yang mengalami
amputasi.
e. Bisu-tuli, yaitu gabungan antara tunarungu dan tunawicara, Penderita
cacat ini pada umumnya tidak dapat berbicara (bisu) dikarenakan ia tidak
16Oxford Learner’s Pocket dictionary Fourt Edition (University Press).
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dapat menangkap bunyi sedikitpun (tuli) sehingga sulit baginya untuk
melafalkan hal-hal yang pada umumnya dipelajari menggunakan
pendengaran.17
2. Disabilitas Mental
Disabilitas mental adalah kecacatan mental yang diderita oleh seseorang yang
mengakibatkannya sering berprilaku diluar kebiasaan orang normal pada umumnya.
Kecacatan mental pada umumnya merupakan cacat bawaan sejak lahir yang dapat
terdeteksi sejak kecil seperti halnya anak yang menderita tunalaras dan autis.
Macam-macam disabilitas mental antara lain:
1. Tunalaras atau biasa juga disebut maladjustment dengan karakteristik
yang menonjol diantaranya suka melakukan keonaran secara berlebihan
dan berpontensi kearah prilaku kriminal dikarenakan mereka mengalami
kelainan mental.
2. Tunagrahita atau sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan
mental yang berada di bawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat
kecerdasan atau IQ.
Tunagrahita dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a. Tunagrahita Ringan (Debil)
Tampang dan fisiknya normal, mempunyai IQ antara kisaran 50 s/d
70.Mereka juga termasuk kelompok mampu didik, mereka masih bisa
17Lihat, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, http://id.wikipedia.org/wiki/Disabilitas. (15 Maret
2015).
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dididik (diajarkan) membaca, menulis dan berhitung, anak tunagrahita
ringan biasanya bisa menyelesaikan pendidikan setingkat kelas IV SD
Umum.
b. Tunagrahita Sedang (Embisil)
Tampang atau kondisi fisiknya sudah dapat terlihat, tetapi ada
sebagian anak tunagrahita yang mempunyai fisik normal.Kelompok ini
mempunyai IQ antara 30 s/d 50.Mereka biasanya menyelesaikan
pendidikan setingkat kelas II SD Umum.
c. Tunagrahita Berat (Idiot)
Kelompok ini termasuk yang sangat rendah intelegensinya tidak
mampu menerima pendidikan secara akademis.Anak tunagrahita berat
termasuk kelompok mampu rawat, IQ mereka rata-rata 30 kebawah.
Dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang
lain.18
3. Hendaya autism yang pada umumnya sudah bisa didiagnosa sejak
penderitanya masih anak-anak dengan kelainan yang menonjol seperti
ketidakmampuan berbahasa yang diakibatkan oleh adanya cedera otak.
Secara umum anak autistik mengalami kelainan berbicara disamping juga
mengalami gangguan kemampuan intelektual dan funsi saraf serta prilaku




aneh dan terlihat seperti orang yang selalu sakit, tidak suka bergaul, dan
sangat terisolasi dari lingkungan hidupnya, secara kasat mata penderita
autis tergolong dalam kecacatan fisik namun kelainan terbut dapat
mempengaruhi pertumbuhan dan mental penderitanya sehingga dapat pula
digolongkan ke dalam klasifikasi disabilitas mental.19
3. Penyandang Cacat Fisik dan Mental (Ganda)
Cacat ganda adalah mereka yang menyandang lebih dari satu jenis
keluarbiasaan, misalnya penyandang tunanetra dengan tunarungu sekaligus,
penyandang tunadaksa disertai dengan tunagrahita atau bahkan sekaligus.
C. Faktor-faktor Penyebab Disabilitas
Di antara penyebab disabilitas adalah karena penyakit, kecelakaan, dan cacat
bawaan sejak lahir. Dalam beberapa kasus, disabilitas tidak serta-merta muncul
dengan sendirinya tanpa penyebab yang jelas, sekalipun itu termasuk cacat bawaan
atau kecacatan yang dialami seseorang sejak lahir. Diantara disabilitas yang terjadi
karena faktor tertentu ialah sebagai berikut:
1. Penyandang Cacat Fisik:
a. Tunanetra, biasa berawal dikarenakan oleh beberapa faktor dimasa
prenatal, masa natal, dan masa perkembangan diantaranya:
Masa Prenatal:
19Lihat, BandiDelphie, Pembelajaran Anak Tunagrahita, Suatu Pengantar dalam Pendidikan
Inklusi (Bandung: Refika aditama, 2012), h. 2.
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1) Akibat penyakit campak Jerman. Jika menyerang ibu yang sedang
hamil 1-3 bulan, besar kemungkinan bayinya lahir dalam keadaan
tunanetra.
2) Akibat penyakit Syphilis, bayi yang ada dalam kandungan
kemungkinan terlahir dengan keadaan tunanetra.
3) Akibat kecelakaan, keracunan obat-obatanan/zat kimia, sinar laser,
minuman keras yg mengakibatkan kerusakan janin khususnya pada
bagian mata.
4) Infeksi virus Rubella, toxoplasmosis.
5) Malnutrisi berat pada tahap embrional minggu ke 3 sampai ke
Masa Natal:
1) Kerusakan mata atau syaraf mata pada saat proses kelahiran.
Terjadi karena proses kelahiran yang sulit, sehingga bayi harus
keluar dengan bantuan alat (vakum).
2) Ibu menderita penyakit Gonorrchoe, sehingga kuman gonococcus
(GO) menular pada bayi saat kelahiran.
3) Retrolenta Fibroplasia yang disebabkan karena bayi lahir sebelum
waktunya, sehingga diberikan konsentrasi oksigen yang tinggi
dalam inkubator.
Masa Perkembangan:
1) Kekurangan vitamin A.
2) DM (diabetes militus), menyebabkan kelainan retina.
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3) Darah tinggi yang menyebabkan pandangan rangkap/kabur.
4) Stroke yang menyebabkan kerusakan syaraf mata.
5) Radang kantung air mata, radang kelenjar kelopak mata,
hemangiona, retinoblastoma, efek obat/zat kimiawi.20
b. Tunarungu
Masa Prenatal:
1) Salah satu dari orang tua penderita merupakan pembawa sifat
abnormal.
2) Ibu yang sedang mengandung mengalami sakit pada masa 3 bulan
pertama kehamilan, yaitu pada masa pembentukan ruang telinga.
3) Keracunan obat-obatan.
Masa Natal:




1) Ketulian karena terjadinya infeksi, difteri, dan morbili.
2) Karena kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya alat
pendengaran bagian dalam.
c. Tunadaksa
20Lihat, Mata Hati, http://erlinaheria.blogspot.com/2012/10/penyandang-disabilitas.html
Diakses pada (15 Maret 2015).
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Masa Prenatal:
1) Anoxia prenatal, disebabkan pemisahan bayi dari placenta,
penyakit anemia, kondisi jantung yang gawat, shock, percobaan
abosrtus.
2) Gangguan metabolisme pada ibu.
3) Kromosom, gen yang tidak sempurna.
4) Pembelahan sel telur, sperma yang kualitasnya buruk.
Masa Natal:
1) Kesulitan saat persalinan karena letak bayi sungsang, atau
pinggul ibu terlalu kecil.
2) Pendarahan pada otak saat kelahiran.
3) Kelahiran prematur.
4) Gangguan pada placenta yang dapat mengurangi oksigen
sehingga mengakibatkan terjadinya anorexia.
Masa Perkembangan:
1) Faktor penyakit, sepertimeningitis, radang otak, diptheri,
partusis dll.
2) Faktor kecelakaan.
3) Pertumbuhan tubuh/tulang yang tidak sempurna
2. Penyandang cacat mental, juga dipengaruhi oleh beberapa faktor sama
halnya dengan penyandang cacat fisik yang terbagi menjadi tiga yakni
32
Masa Prenatal, masa natal dan masa pertumbuhan, adapun faktor
penyebab cacat mental di antaranya:
a. Tunalaras
Masa Prenatal:
1) Disfungsi kelenjar endokrin dapat mempengaruhi gangguan
tingkah laku.
2) Berupa kelainan atau kecacatan baik tubuh maupun sensoris
yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang.
Masa Natal:
Penyebab tunalaras di masa natal hampir tidak ada.
Masa Perkembangan:
1) Setiap memasuki perkembangan baru, individu dihadapkan
pada berbagai tantangan atau krisis emosi.
b. Tunagrahita
Masa Prenatal:
1) Infeksi Rubella (cacar Jerman), Rubella telah menggantikan
sifilis sebagai penyebab utama tunagrahita yang disebabkan
oleh infeksi maternal.
2) Penyakit inklusi sitomegalik, anak-anak dengan tunagrahita
dari penyakit ini seringkali memiliki klasifikasi serebral,
mikrosefali, atau hidrosefalus.
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3) Sifilis, sifilis pada wanita hamil dahulu merupakan penyebab
utama berbagai perubahan.
4) Neuropatologispada keturunannya, termasuk
tunagrahitatoxoplasmosis, dapat ditransmisikan dari ibu
kepada janinnya.
5) Herpes simpleks, dapat ditransmisikantransplasental,
walaupun cara yang paling sering adalah selama kelahiran.
6) Sindroma AIDS, banyak janin dari ibu dengan AIDS tidak
pernah cukup berbulan-bulan karena terjadi lahir mati dan
abortus spontan.
7) Gejala putus zat pada bayi adalah iritabilitas, hipertonia,
tremor, muntah, tangisan dengan nada tinggi, dan kelainan
pola tidur.
Masa Natal:
1) Disebabkan oleh kejadian yang terjadi saat kelahiran adalah
luka-luka pada saat kelahiran, sesak nafas (asphyxia), dan
lahir prematur.
Masa Perkembangan:
1) Penyakit-penyakit akibat infeksi misalnya; meningitis
(peradangan pada selaput otak) dan problema nutrisi
(kekurangan gizi, misalnya kekurangan protein yang diderita
bayi dan awal masa kanak-kanak), cedera kepala yang
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disebabkan karena benturan keras yang dapat menyebabkan
kecacatan mental.21
3. Penyandang Cacat Fisik dan Mental (Ganda):
a. Tunaganda
Masa Prenatal:
1) Ketidaknormalan kromosom, komplikasi-komplikasi pada anak
dalam kandungan, ketidakcocokan Rh infeksi pada ibu
yangkekurangan gizi pada saat sedang mengadung, serta terlalu
banyak menkonsumsi obat dan alkohol.
Masa Natal:
1) Kelahiran prematur dan kekurangan oksigen.
2) Terdapat luka pada otak saat kelahiran.
Masa Perkembangan:
1) Kepala mengalami kecelakaan berat,jatuh dan mendapat pukulan
atau siksaan.
2) Anak tidak dirawat dangan baik, keracunan makanan atau penyakit
tertentu yang sama, sehingga dapat berpengaruh tehadap otak
(meningitis atau encephalities).22
21ErlinaHeria, “Penyandang Disabilitas” http://erlinaheria.blogspot.com/2012/10/penya-




D. Disabilitas Dalam Kehidupan Sosial Kemasyarakatan
1. Stigma Sosial Terhadap Disabilitas
Keberadaan para penyandang disabilitas ditengah-tengah masyarakat masih
menjadi sebuah ironi dikarenakan masyarakat pada umumnya belum bisa menerima
keberadaan mereka yang dianggap memiliki kekurangan atau keterbelakangan baik
fisik maupun mental.Hal tersebut menyebabkan kaum disabilitas semakin kesulitan
dalam perkembangannya, dimana mereka sangat membutuhkan respon positif dari
masyarakat di sekitarnya, karena pada umumnya masyarakat menghindari kaum
disabilitas dari kehidupan mereka dengan alasan karena mereka tidak ingin
mendapatkan efek negatif dari kemunculan kaum disabilitas dalam kehidupan
mereka.
Disabilitas dan pandangan masyarakatadalah dua hal yang saling berkaitan
namun berbeda.Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap disabilitas
yang berada di sekitar mereka.
Dalam perkembangan berikutnya, pandangan masyarakat terhadap disabilitas
berubah menjadi sesuatu yang harus mereka kasihani dan mereka tolong.Hal ini
dikarenakan mereka adalah sosok yang dianggap kurang mampu dan membutuhkan
bantuan.Secara garis besar, sikap dan pandangan masyarakat terhadap kaum
disabilitas dapat dibedakan menjadi tidak berguna/tidak bermanfaat, dikasihani,
dididik/dilatih, dan adanya persamaan hak.
Pandangan masyarakat terhadap kaum disabilitas juga dibedakan menjadi dua
model, yaitu individual model dan social model.Individual model menganggap jika
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kecacatan yang dialami oleh seseorang itu lah yang dianggap sebagai masalahnya.
Sedangkan social model menganggap jika masalahnya bukan terletak pada kecacatan
yang dialami oleh seseorang, tapi bagaimana cara pandang masyarakat yang negatif
terhadap kaum disabilitas ini yang menimbulkan masalah.
Perlu diingat bahwa keberadaan kaum disabilitas itu pasti ada dalam sebuah
negara. Menurut data WHO sebagai organisasi kesehatan dunia, jumlah kaum
disabilitas dalam sebuah negara itu setidaknya sebesar 10% dari total keseluruhan
penduduk sebuah negara. Di Indonesia sendiri menurut catatan dari kementerian
sosial jumlah kaum disabilitas mencapai 7 juta orang atau sekitar 3% dari total
penduduk Indonesia yang berjumlah 238 juta pada tahun 2011.23
Keberadaan kaum disabilitas ini layak mendapat perhatian yang serius dari
pemerintah.Upaya pemerintah dalam melindungi kehidupan disabilitas sudah tertuang
dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Contohnya adalah
perlindungan hukum seperti yang tercantum dalam UUD 1945, undang-undang No.4
Tahun 1997 Tentang penyandang cacat, Undang-undang No.28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung, dan lainnya.Undang-undang republik Indonesia Nomor 19 tahun
2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities
(konvensi mengenai hak-hak Penyandang disabilitas), sekalipun masih terdapat
kekurangan dan bentuk diskriminasi di dalamnya.




Menurut data survey yang dilakukan oleh International Labour Organization
(ILO) pada tahun 2010, dalam aspek pendidikan beberapa hasil kajian menunjukkan
bahwa akses anak disabilitas ke sistem pendidikan sangat rendah. Rendahnya akses
terhadap pendidikan disebabkan karena pelbagai faktor, seperti minim nya
ketersediaan sekolah khusus bagi anak penderita disabilitas, hal tersebut menegaskan
kenyataan bahwa masih banyak anak disabilitas yang terpinggirkan, terasing dari
interaksi sosial dan layanan sosial.
Masalah yang ditemukan di Indonesia juga tidak jauh berbeda, banyak anak
dengan disabilitas yang belum bisa mengakses sistem pendidikan.Menurut estimasi
Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, hanya 10 % anak dengan
disabilitas yang mendapat akses ke sistem pendidikan. Data Susenas 2009
menunjukkan (43.87 %) anak disabilitas usia sekolah (usia 7-17 tahun) belum pernah
mengikuti pendidikan, sepertiganya (35.87 %) sedang sekolah dan sekitar 20.26 %
berstatus tidak sekolah lagi. Anak dengan disabilitas yang jumlahnya masih cukup
besar di Indonesia, menurut hasil pendataan Direktorat Rehabilitasi Sosial
Penyandang Cacat Kementerian Sosial (2009) di 24 provinsi, terdapat 65.727 anak,
yang terdiri dari 78.412 anak dengan kedisabilitasan ringan, 74.603 anak dengan
kedisabilitasan sedang dan 46.148 anak dengan kedisabilitasan berat. Kajian
Kementrian Sosial pada tahun 2008 menunjukkan sebagian besar anak dengan
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disabilitas berada dalam keluarga miskin, yang membuat mereka semakin sulit
mendapatkan hak dasarnya sebagai anak secara wajar dan memadai.24
Tingkat pendidikan ayah dan ibu yang rendah, mengakibatkan ketidaktahuan
ayah dan tentang bagaimana mengasuh atau memberi stimulus yang tepat bagi
perkembangan anaknya yang disabilitas. Kondisi lain ada ayah dan ibu secara sosial
dan psikologis belum siap menerima anak denga disabilitas, bahkan ada orang tua
menolak kehadiran anaknya yang menderita disabilitas. Stigma masyarakat terhadap
anak disabilitas terkadang masih kuat pada kumpulan masyarakat, hal tersebut
dikarena rendahnya pengetahuan dan faktor sosial budaya. Sehingga anak diisolasi
didiskriminasi dalam pengasuhan dan tidak tersentuh oleh pelayanan sosial dasar,
diantaranya pelayanan kesehatan, pendidikan, pemukiman yang layak serta tidak
memiliki alat bantu kecacatan.
Tidak hanya itu, anak disabilitas yang terjangkau oleh akses sekolah umum
masih banyak mengalami hambatan psikologis, dan faktor ketidaksediaan sekolah
menerima anak disabilitas, terutama bagi anak disabilitas fisik yang secara mental
mereka sehat, kecuali pada disabilitas cerebralpalsy, reaksi persekitaran dapat
langsung dirasakan oleh anak. Penolakan, ejekan, cemoohan dari teman sebaya
merupakan sebagian reaksi negatif yang harus dihadapi anak.Sehingga mereka sering
terasing dan terpisahkan dari komunitas dalam bermain, pendidikan, dan kesempatan
dibandingkan dibandingkan dengan anak normal lainnya.
24Lihat, Rini HartiniRindaAndayani, Anak Dengan Disabilitaspdf-book (t.t.), h.1. (14 Januari
2014).
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Kajian Every Child pada tahun 2001 menyatakan bahwa anak dengan
kedisabilitasan sering berhadapan dengan stigma yang buruk dan pengucilan
sosial.Anak disabilitas yang menghadapi berbagai macam persoalan membutuhkan
dukungan yang kuat dari lingkungannya, terutama dari keluarga anak sebagai
lingkungan terdekat.Pentingnya keluarga bagi anak disabilitas yakniayah, ibu, dan
keluarga merupakan lingkungan pertama dan juga terdekat yang dapat menjadi
sumber dukungan utama bagi anak disabilitas.25
Beberapa kajian dan kertas kerja dalam jurnal ilmiah menunjukkan bahwa
kaum disabilitas yang mendapat dukungan dari persekitarannya, tidak mengalami
banyak masalah perilaku maupun masalah dalam penyesuaian sosialnya.Dukungan
dari orang-orang sekitarnya merupakan sistem dukungan yang dapat mengurangi
resiko depresi dan tekanan pada penyandang disabilitas fisik maupun mental.Keadaan
tersebut dapat difahami karena persekitaran sosial yang memberi dukungan kepada
kaum disabilitas memberikan suasana kondusif, bahwa mereka merasa diterima dan
dibantu, sehingga keadaan ini dapat memotivasi mereka para disabilitas untuk
beraktivitas dan berkarya.
Kondisi di atas menunjukkan dukungan sosial yang rendah diberikan oleh
orang tua/keluarga dan masyarakat sebagai lingkungan terdekat anak.Rothman
mengemukakan bahwa ayah dan ibu yang memiliki anak dengan disabilitas sering
dihadapkan dengan banyak keperluan, banyak masalah, karena kondisi disabilitas
25Lihat, Rini HartiniRindaAndayani, Anak Dengan Disabilitas
http://www.publishing.com.pdf (14 Januari 2014).
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anaknya. Demikian pula dengan anggota keluarga yang lain seperti adik, kakak
ataupun kerabat tidak dapat menerima anggota keluarganya yang disabilitas,
menampilkan sikap penolakan secara halus maupun terang terangan. Bila dilihat dari
aspek-aspek dukungan sosial seperti dukungan instrumental yang terwujud dalam
pemenuhan keperluan fisik anak seperti makan, pakaian, tempat tinggal dan
pemeliharaan kesehatan, juga penyediaan keuangan untuk anak.Kasus yang muncul
terkadang anak dengan disabilitas dinomorduakan.anak dengan disabilitas dianggap
tidak memberikan keuntungan, atau tidak dapat dikembangkan, sehingga keluarga
lebih mengutamakan memenuhi keperluan anaknya yang normal.
2. Dukungan Sosial Terhadap Disabilitas
Dukungan sosial adalah derajat yang memenuhi keperluan dasar individu akan
cinta dan kasih sayang, restu, rasa memiliki dan rasa aman, yang memberi kepuasan
karena interaksi dengan orang lain. Dukungan sosial menjadi komponen penting bagi
manusia, berkaitan dengan hakikat manusia sebagai mahluk sosial yang senantiasa
memerlukan orang lain. Kondisi empirik menunjukkan bahwa anak dengan disabilitas
sangat memerlukandukungan sosial dari keluarga maupun dari lingungannya.Masalah
yang dihadapi oleh anak dengan disabilitas adalah masih rendahnya dukungan sosial,
terutama karena rendahnya pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan kepedulian
keluarga anak dengan disabilitas. Bentuk dukungan sosial dapat disinkronkan dengan
jenis-jenis dukungan sosial yang dapat diterima seseorang dari orang lain atau dari
lingkungannya.
Dukungan sosial dalam bentuk dasar terbagi dalam 5 bentuk, yaitu:
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1. Dukungan instrumental (instrumental support)
Dukungan instrumental berupa dukungan dalam bentuk materi yang dapat
memberikan pertolongan langsung kepada individu yang membutuhkan,
misalnya pemberian uang, pemberian barang, makanan dan bentuk materi
lain.
2. Dukungan informasional (informational support)
Bentuk Dukungan informasional merupakan pemberian informasi berupa
saran, nasehat dan petunjuk tentang situasi dan kondisi yang dihadapi
individu.
3. Dukungan emosional (emotional support)
Dukungan emosional mewujud dalam perhatian, kehangatan relasi, dan
refleksi kasih sayang lainnya, yang membuat individu merasa lebih nyaman,
merasa yakin, merasa dipedulikan dan dicintai oleh sumber dukungan sosial.
4. Dukungan pada harga diri (esteem support)
Bentuk dukungan ini berupa penghargaan positif terhadap individu,
pemberian semangat, persetujuan pada pendapat individu, perbandingan
positif dengan individu lainnya.Dukungan ini dapat membantu individu untuk
membangun harga diri dan meningkatkan kompetensi.
5. Dukungan dari kelompok sosial (support from social group)
Dukungan yang diperoleh individu kerana adanya respon dan perhatian dari
lingkungan sekitarnya. Bentuk dukungan ini akan membuat individu merasa
menjadi anggota dari suatu kelompok. Pentingnya dukungan sosial dari
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lingkungan anak dengan disabilitas (ADD), bisa dikaji dari teori sistem
(system theory), bahwa anak ADD sebagai bagian dari sistem keluarga
maupun kemasyarakatan, akan terpengaruh dan mempengaruhi secara timbal
balik.26
26Lihat, Rutter, M. Developing Minds: Challenge and Continuity Acrosthe Life
Span(Harmondsworth: Penguin Books, 1993), h. 17.
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BAB III
KEDUDUKAN HUKUM PENYADANGAN DISABILITAS DALAM HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1997 TENTANG
PENYANDANG CACAT
A. Kedudukan Penyandang Disabilitas dalam Hukum Islam
Al-Quran bukan saja kitab suci yang diperuntukkan untuk manusia,akan tetapi
juga banyak berbicara mengenai manusia. al-Quranmenguraikan tentang manusia
bukan saja dari sudut pandang statusnya, baik secara vertical maupun horizontal,
melainkan juga membicarakan mengenai keadaan, kondisi serta tata cara peribadatan
kepada Allah swt. Semua urusan serta hukum dunia hingga akhirat dibahas dalam al-
Quran.Tidak terlepas pula tentang disabilitas di dalamnya.
Isu tentang disabilitasterbilang relatif baru dikarenakan tidak semua kalangan
memahami terutama masyarakat awam.Hal tersebut dikarenakan kurangnya
penjelasan dalam al-Quran tentang kelompok disabilitas secara spesifik tidak seperti
penjelasan tentang hukum dan aturan beribadah dan ketauhidan.
Persoalan Disabilitas tidak secara spesifik disebut dan mendapat perhatian
serta kajian, baik dalam literature utama umat Islamal-Quran dan Hadis maupun
dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama.Hal tersebut bukan dikarenakan
penyandang disabilitas belum ada pada saat ajaran Islam mulai diturunkan, melainkan
Jauh sebelum Islam penderita disabilitas sudah mulai ada.Hal tersebut dijelaskan















“Dan sebagai Rasul kepada Bani Israil(dia berkata), “Aku telah datang kepada
kamu dengan sebuah tanda (mu’jizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan
bagimu (sesuatu) dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya,
maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan
orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku
menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu
apa yang kamu makan dan yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya
pada yang demikian itu terdapat suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu,
jika kamu orang yang beriman.”1
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“Dan ingatlah ketika Allah berfirman wahai Isa putra Maryam! Ingatlah
nikmat-Ku dan kepada ibumu ketika aku menguatkanmu dengan
RuhulQudus.Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam
buaian dan setelah dewasa.Dan ingatlah ketika Aku mengajarkan menulis
kepadamu, (juga) hikmah, Taurat, dan Injil.Dan ingatlah ketika engkau
membentuk dari tanah berupa burung dengan seizin-Ku, kemudian engkau
meniupnya, lalu menjadi seekor burung (yang sebenarnya) dengan seizin-
Ku.Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir
dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizin-Ku.Dan ingatlah ketika
engkau mengeluarkan orang mati (dari kubur menjadi hidup) dengan seizin-
Ku. Dan ingatlah ketika Aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka
membunuhnmu)dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-
keterangan yang nyata, lalau orang-orang kafir di antara mereka berkata “Ini
tidak lain hanyalah sihir yang nyata.”2
Dalam ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa salah satu mu’jizat Isa as., adalah
dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir (akmaha) dan orang yang
menderita penyakit kusta (abrasha). Hal tersebut berarti orang dengan disabilitas
alami(cacat bawaan) sudah ada sejak lama. Belum lagi orang disabilitas yang tidak
alami (cacat karena sebab penyakit atau kecelakaan, serta akibat perang).
Beberapakemungkinansehingga persoalan disabilitas tenggelam dalam
cacatan sejarah dan menjadi wilayah yang tak terpikirkan.Yakni karena Islam
memandang netral mengenai persoalan disabilitas ini, Islam memandang bahwa
2Departemen Agama Republik Indonesia, Syamil Quran Yasminaal-Quran, Terjemah, dan
Tajwid (Bandung:Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 126.
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kondisi disabilitas bukan anugerah dan apalagi kutukan Tuhan.Lebih dari itu, Islam
lebih menekankan pengembangan karakter dan amal saleh daripada melihat persoalan
fisik seseorang.Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat al-Quran seperti

























“Wahai orang-orang yang beriman!Janganlah suatu kaum mengolok-olok
kaum yang lain, (karena) bisa jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih
baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-
perempuan (memperolok-olok) perempuan lain, (karena) boleh jadi
perempuan (yang diperolok-olok) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-
olok). Jangan kamu saling mencela satu samalain, dan jangan saling
memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buru panggilan adalah
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(panggilan) yang buruk (fasik) dan barang siapa yang tidak bertobat, maka
mereka itulah orang-orang yang salim.”3







“Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan
dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan
yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa
yang telah mereka kerjakan.”






“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui.Karena
pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta
pertanggungjawabannya.”






3Departemen Agama Republik Indonesia, Syamil Quran Yasminaal-Quran, Terjemah, dan
Tajwid (Bandung:Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 516.
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“Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun
perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk kedalam surga
dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.”4
Di samping alasan tersebut, melalui al-Quran juga Islam sangat melarang
keras taskhir (menghina dan merendahkan) orang lain dengan alasan apa pun, seperti
karena bentuknya, warna kulitnya, agamanya dan lain-lain.5
Dalam beberapa hadis juga dijelaskan keutamaan-keutamaan serta kewajiban
untuk berbuat baik dan saling tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk
 َْﺧأ ﺎًﻤِﻟﺎَﺳ ﱠَنأ ٍبﺎَﮭِﺷ ِﻦْﺑا ْﻦَﻋ ٍﻞْﯿَﻘُﻋ ْﻦَﻋ ُﺚْﯿﱠﻠﻟا ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ ٍﺮْﯿَُﻜﺑ ُﻦْﺑ ﻰَﯿْﺤَﯾ ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ ِ ﱠ ا َﺪْﺒَﻋ ﱠَنأ ُهَﺮَﺒ
 َُﺧأ ُﻢِﻠْﺴُﻤْﻟا َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠ ا َلﻮُﺳَر ﱠَنأ ُهَﺮَﺒَْﺧأ ﺎَﻤُﮭْﻨَﻋ ُ ﱠ ا َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ َﻦْﺑ ﻮ
 َﺟﺎَﺣ ﻲِﻓ ُ ﱠ ا َنﺎَﻛ ِﮫﯿَِﺧأ ِﺔَﺟﺎَﺣ ﻲِﻓ َنﺎَﻛ ْﻦَﻣَو ُﮫُﻤِﻠُْﺴﯾ َﻻَو ُﮫُﻤِﻠَْﻈﯾ َﻻ ِﻢِﻠْﺴُﻤْﻟا ْﻦَﻋ َج ﱠﺮَﻓ ْﻦَﻣَو ِﮫِﺘ
 ُ ﱠ ا ُهََﺮﺘَﺳ ﺎًﻤِﻠْﺴُﻣ ََﺮﺘَﺳ ْﻦَﻣَو ِﺔَﻣﺎَﯿِﻘْﻟا ِمْﻮَﯾ ِتﺎَﺑُﺮُﻛ ْﻦِﻣ ًﺔَﺑْﺮُﻛ ُﮫْﻨَﻋ ُ ﱠ ا َج ﱠﺮَﻓ ًﺔَﺑْﺮُﻛ ٍﻢِﻠْﺴُﻣ َمَْﻮﯾ
 ِﺔَﻣﺎَﯿِﻘْﻟا) .ﺎﻤھﺮﯿﻏ و ﻢﻠﺴﻣ و يرﺎﺨﺒﻟا هاور(6
Artinya:
Sesungguhnya Abdullah bin ‘Umar ra., memberitakan bahwasanya Rasulullah
bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, janganlah
saling mendzalimi dan jangan membiarkannya (tidak membela dan
menolongnya). Dan barangsiapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka
Allah akan membantunya.Dan barangsiapa yang memberikan jalan keluar
untuk kesulitan sudaranya, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi
kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang menutup aib
seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. (HR. al-
Bukhari, Muslim dan selainnya).
Serta hadis tentang mencintai saudara sesame muslim, sebagaimana berikut:
4Departemen Agama Republik Indonesia, Syamil Quran Yasminaal-Quran, Terjemah, dan
Tajwid (Bandung:Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 274, 285, 98.
5Waryono AG “Difabilitas Dalam al-Quran” http://nujogja.blogspot.co/2012/10/difabilitas-
dalam-al-Quran.html (28 Januari 2015).
6Al-Bukhariy, kitab al-madhalimwa al-ghadhab, hadis no. 2262; Muslim, kitab al-birr
washilahwa al-adab, hadis no. 4677;  al-Turmudzi, kitab al-hudud, hadis no. 1346; Abu Dawud, kitab
al-adab, hadis no. 4248; Ahmad bin Hanbal, kitab musnad al-muktsirin min al-sahabah, hadis no.
5103, 5388.
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 ِّﻲِﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ ُﮫْﻨَﻋ ُ ﱠ ا َﻲِﺿَر ٍﺲََﻧأ ْﻦَﻋ ََةدَﺎَﺘﻗ ْﻦَﻋ َﺔَﺒْﻌُﺷ ْﻦَﻋ ﻰَﯿْﺤَﯾ ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ َلﺎَﻗ ٌدﱠﺪَﺴُﻣ ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ
ا ﻰﱠﻠَﺻ ُ ﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ ِّﻲِﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ ٍﺲََﻧأ ْﻦَﻋ َُةدَﺎَﺘﻗ ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ َلﺎَﻗ ِﻢِّﻠَﻌُﻤْﻟا ٍﻦْﯿَﺴُﺣ ْﻦَﻋَو َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠ
 ِﮫِﺴْﻔَﻨِﻟ ﱡﺐُِﺤﯾ ﺎَﻣ ِﮫﯿَِﺧِﻷ ﱠﺐُِﺤﯾ ﻰﱠﺘَﺣ ْﻢُُﻛﺪََﺣأ ُﻦِﻣُْﺆﯾ َﻻ َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ) . و يرﺎﺨﺒﻟا هاور
ﺎﻤھﺮﯿﻏ و ﻢﻠﺴﻣ(7
Artinya:
Dari Anasra., dari Nabi saw., bersabda: Tidak sempurna iman seseorang di
antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai
dirinya sendiri. (HR. al-Bukhari, Muslim dan selainnya).
Ini adalah hadis yang menakjubkan, karena kita mengetahui sejauh mana
perhatian Nabi terhadap masalah membantu orang lain dan mencintai kebaikan untuk
mereka, Nabi saw., menganggap bahwa perbuatan apapun yang Anda lakukan, baik
berupa melepaskan salah satu kesulitan duniawi seorang Muslim, atau menutupi aib
atau memenuhi kebutuhannya, maka Allah swt., akan memberikan kepada kita
balasan yang berlipat ganda dari apa yang telah kita lakukan di dunia.
Ajaran agama Islam juga memerintahkan kepada segenap pemeluknya untuk
memperhatikan para penyandang disabilitas.Pencibiran dan pengabaian terhadap hak-
hak penyandang disabilitas bukan hanya bertentangan dengan hak asasi manusia,
namun juga bertentangan dengan seruan dan tuntunan agama Islam.Hal tersebut





7Al-Bukhariy, kitab al-iman, bab laayu’minuahadukum hatta yuhibbu li nafsihi, hadis no. 12;
Muslim, kitab al-iman, hadis no. 64, 65; al-Turmudzi, kitab shifat al-qiyamah, hadis no. 2439; al-
Nasaiy, kitab al-iman, hadis no. 4960, 4961; IbnMajah, kitab al-muqaddimah, hadis no. 65; Ahmad
bin Hanbal, kitab baqimusnad al-muktsirin, hadis no. 11564, 12304, 12321, 12338, 12671, 12927,
13102, 13138, 13371, 13449, 13556; al-Darimiy, kitab riqaq, hadis no. 2623.
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Terjemahnya:
“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang
seorang yang buta kepadanya. Tahukah kamu barengkali ia ingin
membersihkan dirinya dari dosa. Atau ia ingin mendapat pengajaran lalu
pengajaran itu bermanfaat kepadanya.”8
Asbabunnuzul ayat tersebut, dikisahkan Nabi Muhammad saw., sedang
berdakwah seputar agama dan kepemimpinan kepada para pembesar dan pimpinan
kaum Quraisy. Tujuannya mereka mengikuti ajaran Islam. Nabi Muhammad saat itu
sangat fokus dengan penjelasannya, sebab bila mereka dapat menerima Islam, maka
hal itu akan berdampak positif bagi Islam karena langkah para pemimpin Quraisy itu
pastilah akan diikuti oleh para pengikutnya. Tiba-tiba Abdullah Ibn Umm Maktum,
seorang yang menderita kecacatan pada kedua matanya menghampiri Nabi dan
bertanya tentang Islam. Nabi Muhammad mendiamkannya dan terus berdakwah. Lalu
Allah swt., menegur sikap Nabi dengan turunnya Surat ‘Abasa tersebut. Sekalipun
Nabi tidak bermaksud mengacuhkan Abdullah Ibn Umm Maktum, Allah tetap
menegurnya. Bagi Allah, mendahulukan menjawab pertanyaan Abdullah sekalipun ia
adalah seorang disabilitas jauh lebih penting tinimbang berdakwah pada para
pembesar Quraisy.9
8Departemen Agama Republik Indonesia, Syamil Quran Yasminaal-Quran, Terjemah, dan
Tajwid (Bandung:Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 585.
9Lihat, Artikel Islam “Islam: Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Tanggung Jawab
Negara” http://www .rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1187:islam-hak-
hak-penyandangdisab ilitas-dan-tanggung-jawab-negara&catid=21:artikel&Itemid=313 (23 Januari
2015).
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M QuraishShihab menjelaskan dalam kitabnya, Wawasan al-Quran Tafsir
Maudu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat. Yang merujuk kita untuk memperhatikan
teguran  Allah  dalam surat 'Abasa ayat 1-2 kepada Nabi Muhammad Saw., yang
tidak mau melayani  orang  buta  yang datang  meminta  untuk  belajar  pada  saat
Nabi  Saw., sedang melakukan  pembicaraan  dengan  tokoh-tokoh  kaum  musyrik
di Mekah "Dia  (Muhammad)  bermuka  masam  dan  berpaling, karena telah datang
seorang buta kepadanya..." Teguran ini dikemukakan dengan rangkaian sepuluh ayat,
dan diakhiri dengan:   "Sekali-kali  jangan  (demikian).  Sesungguhnya ajaran-ajaran
Allah adalah suatu peringatan" (QS 'Abasa [80]: 11).   Nabi berpaling dan  sekadar
bermuka  masam  ketika  seseorang mengganggu konsentrasi dan pembicaraan serius
pada saat rapat; hakikatnya dapat dinilai sudah  sangat  baik  bila  dikerjakan oleh
manusia biasa. Namun karena Muhammad Saw., adalah manusia pilihan, sikap
dernikian itu dinilai kurang tepat, yang dalam istilah Al-Quran disebut zanb (dosa).
Dalam hal ini ulama memperkenalkan kaidah: Hasanat al-abrar, sayyiat al-
muqarrabin, yang berarti "kebajikan-kebajikan yang dilakukan oleh orang-orang baik,
(dapat dinilai sebagai) dosa (bila diperbuat oleh) orang-orang yang dekat kepada
Tuhan.”
Disadari sepenuhnya bahwa uraian tentang  Nabi  Muhammad  Saw., amat
panjang,  yang  dapat  diperoleh  secara tersirat maupun tersurat dalam Al-Quran,
maupun  dari  sunnah,  riwayat, dan pandangan para pakar. Tidak mungkin seseorang
dapat menjangkau dan menguraikan seluruhnya, karena itu sungguh tepat kesimpulan
yang diberikan oleh penyair Al-Bushiri, "Batas pengetahuan tentang beliau, hanya
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bahwa beliau adalah seorang manusia, dan bahwa beliau adalah sebaik-baik makhluk
Allah seluruhnya.”10
Pada akhirnya, sepanjang hidup hingga akhir hayatnya, Nabi senantiasa
mencontohkan untuk menghormati dan menyayangi para penyandang
disabilitas.Salah satunya kepada perempuan pengemis tua yang beragama Yahudi.
Ketika Nabi wafat, Abubakar ra., bertanya pada istri Nabi yang juga putrinya, Aisyah
ra. Tentang adakah sunnah Nabi yang belum ia jalankan. Aisyah ra., menjawab
bahwa semua sunnah telah dijalankan kecuali setiap pagi Rasulullah pergi ke ujung
pasar Madinah dan memberi makan perempuan pengemis tua yang buta dan
beragama Yahudi.
Esok harinya, Abubakar melakukan hal yang dilakukan oleh Nabi. Pengemis
Yahudi itu bertanya “Siapa kau?” Dijawablah oleh Abubakar, “Aku orang
biasa”.Namun orang itu membantah, “Bukan, kau bukan orang yang biasa
mendatangiku, apabila ia datang kepadaku, makanan yang dibawanya tidak susah
payah tangan ini memegang dan tidak susah payah mulut ini mengunyah.Orang yang
biasa mendatangiku selalu menyuapiku dan terlebih dahulu makanan tersebut
dihaluskan dengan mulutnya.Setiap kali datang kepadaku, aku mengatakan
kepadanya untuk menjauhi seseorang yang bernama Muhammad dan agama yang
dibawanya.Namun, orang itu tak berbicara sepatah kata pun dan terus
menyuapiku.”Mendengar hal itu, Abubakar pun meneteskan air mata dan
10M QuraishShihab, Wawasan al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan
Umatby.nazilhilmie@yahoo.com.e-book, h. 58-59.
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menceritakan bahwa orang yang dimaksud kini telah tiada. Beliau adalah Rasulullah
saw.,sangpengemis pun lantas menyesali sikapnya dan menyatakan syahadat
dihadapan Abubakar.
Kisah di atas menegaskan betapa Rasulullah sangat menyayangi dan
menyantuni seseorang yang menderita kecacatan sekalipun ia bukan berasal dari
ummatnya dan tidak berkeyakinan yang sama. Nabi Muhammad saw., tetap berbuat
bagi kepada penyandang disabilitas sekalipun orang tersebut memusuhinya.
Dari beberapa ayat dalam al-Quran dan Hadis di atas menjadi landasan
kedudukan disabilitas dalam Islam, betapa ajaran agama Islam sangat menjunjung
tinggi hak-hak para disabilitas dan memperlakukan mereka setara dengan manusia
lain pada umumnya, bahkan memberikan hak-hak khusus dalam perlindungan dan
memperlakukan mereka secara istimewa.
B. Kedudukan Disabilitas dalamUndang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang
Penyandang Cacat
Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat ini jelas
mengambarkan kedudukan dan status penyandang cacat mulai dari jenis kecacatan
dan tingkat kecacatannya, sebagai mana yang tercantum dalam pasal 1.Dalam
Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
(1) Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik
dan/atau mental, yang dapatmengganggu atau merupakan rintangan dan
hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya,yang terdiri dari :
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a. Penyandang cacat fisik;
b. Penyandang cacat mental;
c. Penyandang cacat fisik dan mental.
(2) Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang
disandang seseorang.
(3) Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada
penyandang cacat untukmendapatkan kesempatan yang sama dalam segala
aspek kehidupan dan penghidupan.
(4) Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna
mewujudkan kesamaankesempatan dalam segala aspek kehidupan dan
penghidupan.
(5) Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk
memungkinkan penyandangcacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
(6) Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat
yang tidak mampu yangbersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan
taraf kesejahteraan sosialnya.
(7) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan
pelayanan yang bersifat terusmenerus, agar penyandang cacat dapat
mewujudkan taraf hidup yang wajar.11
11Undang-undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Lembar Negara Tahun
1997 Nomor 9 Tambahan Lembar Negara Nomor 3670).
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Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran
penyandang cacat adalah sama dengan warga negara lainnya. Hal ini sesuai dengan
UUD Tahun 1945, dalam Pasal 27 yang menyatakan bahwa setiap warga negara
berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Kemudian ada penegasan lagi pada amandemen UUD 1945 yang mengatur tentang
Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini menandakan bahwa negara kita telah memberikan
perhatian yang sungguh-sungguh kepada harkat dan martabat manusia dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, peningkatan peran para
penyandang cacat dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat
perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya.
Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang No. 4 Tahun
1997 Tentang Penyandang Cacat, yakni Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan
kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan danpenghidupan. Juga
ketentuan dalam pasal 6 undang-undang tersebut, termaktub jelas bahwa Setiap
penyandang cacat berhak memperoleh:
1. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat
kecacatan, pendidikan, dankemampuannya;
3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati
hasil-hasilnya;
4. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
5. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
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6. Hak yang sama untuk menumbuh-kembangkan bakat, kemampuan, dan
kehidupan sosialnya, terutamabagi penyandang cacat anak dalam lingkungan
keluarga dan masyarakat.
Hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum
terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para kelompok disabilitas telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, dan
berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ketenagakerjaan,
pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan,
perkeretaapian, pelayaran, penerbangan. Sebagai mana yang tercantum dalam pasal 2
UU No. 4/1997 yakni, upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat
berlandaskan Pancasila dan Undang-UndangDasar 1945.12
Namun demikian, upaya perlindungan saja belumlah memadai, dengan
pertimbangan bahwa jumlah penyandang cacat terus meningkat dari waktu-
kewaktu.Hal ini merupakan kendala terutama pada penyediaan sarana untuk
memperoleh kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek
kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosialnya.13
12Undang-undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Lembar Negara Tahun
1997 Nomor 9 Tambahan Lembar Negara Nomor 3670).
13Lihat, Artikel Islam “Islam: Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Tanggung Jawab
Negara” http://www .rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1187:islam-hak-
hak-penyandangdisab ilitas-dan-tanggung-jawab-negara&catid=21:artikel&Itemid=313 (23 Januari
2015).
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Berdasarkan catatan Kementerian Kesejahteraan Sosial, jumlah populasi
penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 2.126.000 jiwa pada tahun 2012,
dengan klasifikasi jenis kecacatan yang berbeda-beda, sebagai berikut:
Persentase Kaum Disabilitas di Indonesia
Tabel 1.1
No Jenis Orang Dengan Kecacatan Jumlah (Jiwa) Persentase(%)
1 Tunanetra (Buta) 338.672 15.93
2 Tunarungu (Tuli) 223.655 10.52
3 Tunawicara (Bisu) 151.371 7.12
4 Tunarungu dan Tunawicara (Bisu
Tuli)
73.560 3.46
5 Tunadaksa (Cacat Fisik) 717.312 33.74
6 Tunagrahita (Cacat Mental) 290.837 13.68
7 Tunadaksa dan tunagrahita 149.458 7.03
8 Tunalaras 181.135 8.52
TOTAL 2.126.000 100
Sumber14
Secara normatif, sebenarnya sudah ada beberapa instrumen hukum
yangdilahirkan untuk melindungi hak penyandang cacat untuk bekerja.Sebut saja
14Sumber: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, 2012, Kementrian Sosial
dalam Angka, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Jakarta.
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UUNo.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang ‘mengharamkan’
diskriminasikepada para penyandang cacat.Bahkan UU No 4 Tahun 1997
tentangPenyandang Cacat makin menegaskan hak itu.Pasal 14 UU
No.4/1997mewajibkan perusahaan negara dan swasta untuk menjamin
kesempatanbekerja kepada para penyandang cacat.Bahkan dalam Penjelasan Pasal
itumakin ditegaskan bahwa perusahaan yang mempekerjakan seratus orang
wajibmempekerjakan satu orang penyandang cacat.
Tak main-main.Pasal 28 UU 4/1997 itu bahkan mengatur sanksi pidana
berupa kurungan maksimal enambulan dan atau denda paling besar Rp200 juta bagi
pelanggar Pasal 14.Bahkan, menurut Humas Yayasan Mitra Netra, yayasan yang
peduli pada pendidikan tunanetramenyatakan bahwa ‘kuota satu persen’
bagipenyandang cacat seakan masih menjadi mitos. Menurutnya, banyak perusahaan
yang meski mempekerjakan lebih dari 100 orang, ternyata takmempekerjakan satu
orang pun penyandang cacat.Sebagai upaya perlindungan hukum hak-hak warga
negara penyandangcacat maka diperlukan sebuah penataan regulasi yang mampu
melindungi wargapenyandang cacat, untuk itu kami mengadakan Penelitian Hukum
tentangPerlindungan hukum bagi penyandang cacat dan penelitian ini
mendukungagenda nasional dalam rangka peningkatan Efektivitas
PeraturanPerundang-undangan; dan Penghormatan, Pemajuan, dan Penegakan
HakAsasi Manusia.15
15Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
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Tidak hanya hak mendapat pekerjaan yang layak bagi disabilitas, namun juga
hak dan kedudukan disabilitas diatur secara terperinci dalam undang-undang
penyandang cacat tersebut, namun juga hak atas kesamaan dan kesempatan dalam
segala aspek kehidupan sebagai mana yang tercantum dalam BAB IV tentang
kesamaan kesempatan sebagai berikut:
Pasal 9:
Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala
aspek kehidupan danpenghidupan.
Pasal 10:
(1) Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan
dan penghidupandilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.
(2) Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan
lingkungan yang lebihmenunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup
bermasyarakat.
(3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diselenggarakan olehpemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara
menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
Pasal 11:
Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk
mendapatkan pendidikan pada satuan,jalur, jenis, dan jenjang pendidikan
sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
Pasal 12:
Setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama
kepada penyandang cacatsebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan
jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajatkecacatan serta
kemampuannya.
Pasal 13:
Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk
mendapatkan pekerjaan sesuai denganjenis dan derajat kecacatannya.
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Pasal 14:
Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang
sama kepada penyandang cacatdengan mempekerjakan penyandang cacat di
perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan,pendidikan, dan
kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan
dan/atau kualifikasiperusahaan.
Pasal 15:
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 14
diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.
Selain itu Undang-undang penyandang cacat juga mengatur tentang hak
memperoleh rehabilitasi bagi penyandang disabilitas dalam upaya penyembuhan dan
pengobatan serta menunjang kesehatan para penyandang cacat, hal tersebut tentunya
sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan penyandang cacat. Upaya rehabilitasi ini
dijelaskan dalam BAB V Undang-undang ini, sebagai berikut:
Pasal 16:
Pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan upaya:
(1) Rehabilitasi;
(2) Bantuan sosial;
(3) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
Pasal 17:
Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan
kemampuan fisik, mental, dansosial penyandang cacat agar dapat
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat,kemampuan,
pendidikan, dan pengalaman.
Pasal 18:
(1) Rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah
dan/atau masyarakat.
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(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rehabilitasi medik,
pendidikan, pelatihan, dan sosial.
(3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 19:
Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang cacat agar dapat
berusaha meningkatkan tarafkesejahteraan sosialnya.
Pasal 20:
(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan kepada :
a. Penyandang cacat yang tidak mampu, sudah direhabilitasi, dan belum
bekerja;
b. Penyandang cacat yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki
keterampilan, dan belumbekerja.
(2) Ketentuan mengenai bentuk, jumlah, tata cara, dan pelaksanaan pemberian
bantuan sosial sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 21:
Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian
perlindungan dan pelayanan agarpenyandang cacat dapat memelihara taraf
hidup yang wajar.
Pasal 22:
(1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 diberikan kepadapenyandang cacat yang derajat kecacatannya tidak dapat
direhabilitasi dan kehidupannya bergantungpada bantuan orang lain.
(2) Ketentuan mengenai bentuk, tata cara, dan syarat-syarat pemeliharaan taraf
kesejahteraan sosialsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
Selain dari hak upaya rehabilitasi bagi disabilitas dalam BAB selanjutnya
undang-undnag ini juga membahas tentang pembinaan dan peran masyarakat serta
ketentuan pidana dan sangsi administrasi bagi yang mengabaikan ketentuan yang
terdapat dalam undang-undang penyandang cacat tersebut.
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BAB VIPEMBINAAN DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 23:
(1) Pemerintah dan masyarakat melakukan pembinaan terhadap upaya
peningkatan kesejahteraan sosialpenyandang cacat.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala aspek
kehidupan dan penghidupan.
Pasal 24:
Pemerintah melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan
sosial penyandang cacatmelalui penetapan kebijakan, koordinasi, penyuluhan,
bimbingan, bantuan, perizinan, dan pengawasan.
Pasal 25:
(1) Masyarakat melakukan pembinaan melalui berbagai kegiatan dalam upaya
peningkatan kesejahteraansosial penyandang cacat.
(2) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan
dalam upaya peningkatankesejahteraan sosial penyandang cacat.
Pasal 26:
Ketentuan mengenai pembinaan dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 dan Pasal 25diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 27:
(1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang
mempekerjakan penyandang cacat.
(2) Penghargaan diberikan juga kepada lembaga, masyarakat, dan/atau
perseorangan yang berjasa dalamupaya peningkatan kesejahteraan sosial
penyandang cacat.
(3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diaturlebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIIKETENTUAN PIDANA
Pasal 28:
(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal 14 diancam denganpidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan
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dan/atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB VIIISANKSI ADMINISTRASI
Pasal 29:
(1) Barang siapa tidak menyediakan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 atau tidakmemberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi
penyandang cacat sebagai peserta didik padasatuan, jalur, jenis, dan jenjang
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan
sanksiadministrasi.
(2) Bentuk, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IXKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30:
Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-
undangan yang berhubungan denganpenyandang cacat yang telah ada, masih




Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
C. Perbandingan Kedudukan Disabilitas Dalam Hukum Islam dan Undang-
Undang No. 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
Pada hakikatnya kedudukan disabilitas dalam Islam tidak jauh berbeda dengan
kedudukan disabilitas yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun
1997 Tentang Penyandang Cacat. Hanya saja, Islam lebih spesifik membahas
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masalah hubungan manusia dengan manusia lainnya, sehingga Islam lebih banyak
mengatur tentang kewajiban berbuat baik kepada penyandang disabilitas, dengan
memberikan hak yang setara dengan orang yang normal pada
umumnya.Bahkanmemberikan hak yang istimewa dan wajib untuk dikasihi serta
disayangi.Terlihatjelas bagaimana Islam menganjurkan kita untuk berbuat lemah
lembut terhadap mereka kelompok disabilitas serta bertutur kata yang baik,
sebagaimana dalam ayat dan hadis yang telah dibahas dalam Bab sebelumnya.
Dalam aturan undang-undang penyandang cacat juga dikenal non-diskriminasi
terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
sebagaimana tercantum dalam pasal 7-8 undang-undang penyandang cacat sebagai
berikut:
Pasal 7:
(1) Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya
disesuaikan dengan jenis dan derajatkecacatan, pendidikan, dan
kemampuannya.
Pasal 8:
Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya
hak-hak penyandang cacat.
Selain dari hak-hak dasar disabilitas yang tercantum dalam undang-undang
penyandang cacat, lebih lanjut undang-undang ini juga mengatur mengenai ancaman
pidana dan ancaman administrasi apabila hak-hak disabilitas tidak dipenuhi sesuai
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dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 28 dan 29 sebagaimana telah
dijelaskan diatas.
Dalam ajaran Islampun terdapat sanksi dan teguran Allah bagi orang-orang
yang mengabaikan para penyandang disabilitas di sekitarnya sebagai mana firman
Allah dalam surah ‘Abasa yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika Nabi sedang
berdakwah seputar agama dan kepemimpinan kepada para pembesar dan pimpinan
kaum Quraisy.Tujuannya mereka mengikuti ajaran Islam. Nabi Muhammad saat itu
sangat fokus dengan penjelasannya, sebab bila mereka dapat menerima Islam, maka
hal itu akan berdampak positif bagi Islam karena langkah para pemimpin Quraisy itu
pastilah akan diikuti oleh para pengikutnya. Tiba-tiba Abdullah Ibn Umm Maktum,
seorang yang menderita kecacatan pada kedua matanya menghampiri Nabi dan
bertanya tentang Islam. Nabi Muhammad mendiamkannya dan terus berdakwah. Lalu
Allah swt., menegur sikap Nabi dengan turunnya Surat ‘Abasa tersebut. Sekalipun
Nabi tidak bermaksud mengacuhkan Abdullah Ibn Umm Maktum, Allah tetap
menegurnya. Bagi Allah, mendahulukan menjawab pertanyaan Abdullah sekalipun ia
adalah seorang disabilitas jauh lebih penting tinimbang berdakwah pada para
pembesar Quraisy.
Pada akhirnya, sepanjang hidup hingga akhir hayatnya, Nabi senantiasa
mencontohkan untuk menghormati dan menyayangi para penyandang
disabilitas.Salah satunya kepada perempuan pengemis tua yang beragama Yahudi.
Ketika Nabi wafat, Abubakar ra., bertanya pada istri Nabi yang juga putrinya, Aisyah
ra., tentang adakah sunnah Nabi yang belum ia jalankan. Aisyah ra., menjawab bahwa
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semua sunnah telah dijalankan kecuali setiap pagi Rasulullah pergi ke ujung pasar




KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN DISABILITAS DALAM
KEHIDUPAN SOSIAL
A. Hak-hak Disabilitas
1. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi Disabilitas Dalam Kehidupan
Sosial dan Pandangan Islam
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang secara kodrati melekat
pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi,
dihormati, dan dipertahankan.Hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD
1945 tidak termuat dalam suatu Piagam yang terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa
Pasal yaitu Pasal 28a sampai Pasal 28j, sebagai bukti bahwa negara wajib melindungi
hak asasi semua warganya tanpa terkecuali,1 dengan kata lain kelompok disabilitas
juga termaktub di dalamnya.
Adapun ruang lingkup hak asasi manusia, sebagai berikut:
1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan hak miliknya.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi
di mana saja ia berada.
3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
1Lihat, Muladi. Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Prespektif
Hukum dan Masyarakat (Bandung: PT. Refika Aditama), h.254.
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4. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan
dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
5. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan
komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas
perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
6. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau
perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan
penghilangan nyawa.
7. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan,
atau dibuang secara sewenang-wenang.
8. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang
damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan
melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia
sebagaimana diatur dalam Undang-undang.2
Deskripsi tentang kewajiban penyelenggara negara seperti yang tergambar
diatas, merupakan bentuk pengejawantahan konsep Good Governance yang
belakangan ini marak dipromosikan sebagai era baru tata kelola pemerintahan yang
baik.Betapa tidak, karena untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran
serta kemajuan yang lebih tinggi pada setiap bangsa, maka sebagian besar ditentukan
oleh tata kelola pemerintahannya.
2Lihat, Zainuddin Ali, Filsafat Hukum (Jakarta: Sinar Grafika,2006), h. 91-92.
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Dalam penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya berorientasi pada tiga
elemen utama yakni, pemerintahan atau negara (state), sektor swasta (private sector),
dan masyarakat (society) serta ditambah lagi dengan interaksi antar ketiga elemen
tersebut.
Resolusi Nomor A/61/106 tentang Convention on the Rights of Persons with
Disabilities telah dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa
(PBB).Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan mengatur
langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi HAM bagi penyandang
disabilitas.Mengingat pentingnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan
memajukan HAM penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia pun menandatangani
resolusi tersebut pada tanggal 30 Maret 2007 di New York.
Komitmen Indonesia selanjutnya dibuktikan dengan meratifikasi konvensi
tersebut yang kemudian dituangkan dalamUndang-undang NO. 19 Tahun 2011
tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi
Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) dan telah disahkan pada hari Selasa 18
Oktober 2011.The Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) ini
merupakan instrumen HAM pertama yang secara komprehensif membicarakan dan
memberikan perhatian pada kebutuhan orang-orang dengan segala jenis kecacatan
(disabilitas).3
3Lihat, Kementerian Luar Negeri, http://www.kemlu.go.id/Pages/News. (23 januari 2015).
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Konvensi initerbentuk berdasarkan pada pertimbangan prinsip-prinsip Piagam
PBB yang mengakui, memajukan, serta melindungi harkat-martabat yang melekat
dan hak-hak yang setara yang tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia
sebagai dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia.
Indonesia meratifikasi CRPD berdasar pada kewajiban negara sebagai pihak
yang menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan mendasar
semua orang cacat tanpa diskriminasi.Sepertiyang diketahui, salah satu unsur negara
hukum adalah adanya jaminan terhadap HAM, khususnya jaminan terhadap hak-hak
kaum disabilitas, yang mana penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya
didasarkan pada hukum.4
Komitmen pemerintah Indonesia terhadap perlindungan HAM khususnya
penyandang disabilitas yang tertuang dalam regulasi Undang-undangNo. 19 Tahun
2011 tersebut, tentu menjadi harapan besar bagi penyandang disabilitas untuk
mendapatkan pengakuan hukum, pelayanan publik, keadilan, kesetaraan serta
terbebas dari perlakuan diskriminasi.5
Orang-orang penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki
kerusakanfisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam
interaksinyamengalami berbagai hambatan dan rintangan untukberpartisipasi dalam
masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.
4Donal A. Rumokoy, dkk.Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara
(Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 7.
5Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of
Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
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Beberapa hal poin terkait ratifikasi konvensitersebutdiantaranya:
1. Pengakuan bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas
merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap
orang.
2. Penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat
dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program,
termasuk yang terkait langsung dengan mereka.
3. Pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi,
kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang
memungkinkan penyandang disabilitas menikmati sepenuhnya semua hak
asasi manusia dan kebebasan fundamental.6
Hak-hak dasar yang diatur dalam ajaran Islam juga tak jauh berbeda dengan
hak asasi yang termaktub dalam undang-undang dasar, terkhusus dalam hal yang
mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas diantaranya larangan mengucilkan
dan memperolok-olok penyandang disabilitas sebagaimana dalam firman Allah, QS.








6Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011Tentang Pengesahan Convention



















“Wahai orang-orang yang beriman!Janganlah suatu kaum mengolok-olok
kaum yang lain, (karena) bisa jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih
baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-
perempuan (memperolok-olok) perempuan lain, (karena) boleh jadi
perempuan (yang diperolok-olok) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-
olok). Jangan kamu saling mencela satu samalain, dan jangan saling
memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buru panggilan adalah
(panggilan) yang buruk (fasik) dan barang siapa yang tidak bertobat, maka
mereka itulah orang-orang yang salim.”7
Sebagai warga negara Indonesia yang juga mayoritas beragama Islam,
meletakkan kedudukan, hak, kewajiban, dan peranpenyandang cacat adalah sama
dengan warga negara lainnya sebagaimana dalam firman-firman Allah lainnya dalam
al-Quran serta hadis Nabi. Hal tersebut sesuaidengan isi Pasal 27 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni setiap warga negara berhak
7Departemen Agama Republik Indonesia, Syamil Quran Yasminaal-Quran, Terjemah, dan
Tajwid (Bandung:Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 516.
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memperolehpekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.8 Kemudian
adapenegasan lagi pada amandemen UUD 1945 yang mengatur tentang Hak
AsasiManusia, ini menandakan bahwa negara kita telah memberikan perhatian
yangsungguh-sungguh kepada harkat dan martabat manusia dalam
kehidupanberbangsa dan bernegara.Oleh karenanya, peningkatan peran para
disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatiandan
didayagunakan sebagaimana mestinya.
Ketidakadilan serta perlakuan diskriminatif yang disandang oleh kaum
disabilitas menjadi keprihatinan yang cukup mendalam.Dengan masih adanya
diskriminasi terhadap penyandang cacat, masyarakat Indonesia dianggap telah
merampas hak-hak hidup mereka.Apalagi melihat jumlah penyandang disabilitas di
Indonesia semakin meningkat secara signifikan.Jumlah penyandang disabilitas
menurut WHO dalam Laporan Dunia tentang kecacatan adalah sekitar 15 % dari total
penduduk di negara-negara dunia. Sehingga jumlah penyandang disabilitas di
Indonesia diperkirakan sejumlah 36.150.000 orang atau 15% dari jumlah penduduk
Indonesia tahun 2011 yang mencapai 241 juta jiwa.9 Dari latar belakang di atas,
maka upaya perlindungan terhadap hak-hak disabilitas merupakan sebuah
keniscayaan. Untuk itu, segala bentuk diskriminasi, harus dihapuskan. Asumsi,
persepsi, dan cara pandang terhadap penyandang cacat harus diubah.9
8Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9Lihat, “Jumlah Penyandang Disabilitas Dalam Data WHO” Kompasonline:http://-
www.kaskus.co.id/showthread.php.(23 Januari 2015).
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Hal tersebut di atas tentunya sudah menjadi kewajiban pemerintah Indonesia
untuk secara penuh menghormati, melindungi serta memenuhi hak-hakkaum
disabilitas di Indonesia.
2. Hak Atas Pekerjaan Yang Layak Bagi Disabilitas
Kecenderungan seseorang dari berbagai kelompok masyarakat dengan
mengistimewakankelompok di mana ia menjadi anggotanya serta membangun
prasangka terhadap orang-orang yang“berbeda” dan menjadi anggota kelompok lain.
Fenomena ini, dikenal sebagai bias atau prasangka,secara alamiah membentuk
kesenjangan informasi dan pendidikan dalam pikiran manusia dan seringkalitertanam
pada cara masyarakat mengatur kehidupan sosial. Namun, bias dapat menghambat
kemampuanorang untuk mengambil keputusan yang imparsial, obyektif dan adil, hal
serupapun sering terjadi dalam dunia kerja.
Padahal dalam ajaran agama Islam sama sekali tidak membedakan seseorang
dari warna kulit, bentuk tubuh, kondisi sosial, suku, serta ras. Islam memandang
semua manusia adalah sama di mata sang Pencipta, yang membedakan hanyalah dari
bentuk amalan dan ibadahnya. Sehingga semua umat manusia berhak mendapatkan
pekerjaan, kedudukan, dan status yang sama dalam pergaulan dunia kerja.
Meskipun tidak banyak ayat di dalam al-Quran yang membahas tentang
penyandang cacat secara spesifik namun ajaran Islam yang dibawah oleh Nabi
Muhammad saw., cukup jelas memberikan gambaran tentang kedudukan para
penyandang disabilitas yang harus dimuliakan, disayangi, dan dihormati. Karena
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sudah kewajiban bagi seorang muslim untuk menjadi penolong bagi muslim yang










“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka
menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang
makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan
zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh
Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”10
Pada ayat ini, Allah memuji kaum muslim dengan sifat-sifat mulia yang
menjadi kekhususan mereka dibanding dengan umat lainnya, serta memberikan
penegasan bagi seorang muslim untuk berbuat kebaikan sesama muslim.
Hak atas pekerjaan adalah sebuah hak asasi manusia yang tidak bisa
dipisahkan, karena setiap manusia untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menikmati
pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, di mana semua hak asasi manusia
dan kebebasan yang mendasar bisa sepenuhnya diwujudkan.
Menurut data kementerian sosial, 1,48 juta atau 6,7% jumlah penduduk
Indonesia lebih banyak di pedesaan. Untuk menjangkau permasalahan disabilitas di
pedesaan, program yang strategis adalah melalui Rehabilitasi Berbasis Masyarakat
10Departemen Agama Republik indonesia, al-Quran dan Terjemah (Bandung: Sygma-
Creative Media Corp), h. 198.
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(RBM).Jumlah penyandang disabilitas tidak seimbang dengan fasilitas dan sarana
penunjang untuk mendukung kreativitas.Data WHO, 10% dari jumlah penduduk
dunia merupakan penyandang cacat.Dengan jumlah penduduk sebesar ini, keberadaan
institusi formal yang mampu memberikan sistem pelayanan terhadap penyandang
disabilitas masih sedikit dan sulit dijangkau.Karena itu, keberadaan institusi non-
formal yang memberikan rehabilitasi sangatlah membantu para penyandang cacat
dalam mencapai kemandirian sesusai kemampuan yang masih dimilikinya. Saat ini
jumlah Penyandang Cacat di Indonesia sudah mencapai 1.544.184 jiwa, dan yang
diberdayakan sudah sekitar 7000 jiwa, untuk itu dengan adanya RBM ini bisa
mengoptimalkan dan memberdayakan tenaga kerja untuk para penyandang disabilitas
secara optimal dan manusiawi tanpa diskriminasi.11
Undang-undang yang mengatur tentang hak mendapatkan pekerjaan
bagipenyandang disabilitas di Indonesia sebenarnya dapat dikatakan sudahmemadai.
Mulai dari Pasal 27 UUD 1945 yang intinya berisi ‘tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak’,12 dari pasal ini artinya pemerintah sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi wajibmemberikan/menyediakan pekerjaan yang layak
bagi setiap warga negaratanpa diskriminasi. Peraturan perundang-undangan yang
lebih jelas lagimengatur kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas adalah
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.Pasal 14undang-
11Lihat, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 2011:
“Aliansi Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Bagi Disabilitas Indonesia” dipublikasikan oleh
Tira pada 23 Maret 2011: http://rehsos.depsos.go.id/modules (24 Januari 2015).
12Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
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undang ini intinya berisi ‘perusahaan negara/swasta memberikan kesempatan dan
perlakuan yang sama kepada penyandang cacat untuk bekerja di perusahaan sesuai
jenis dan derajat kecacatan yang disesuaikandenganjumlah karyawan dan kualifikasi
perusahaan’.13
Sedangkan dalampenjelasan pasal 14 Undang-Undang ini intinya berisi
‘perusahaan harusmempekerjakan sekurang-kurangnya 1 orang penyandang
disabilitas yangmemenuhi kualifikasi disetiap 100 orang pekerja.Dan perusahaan
yangmenggunakantekhnologi tinggi harus mempekerjakan sekurangnya 1orang
penyandang disabilitas walaupun jumlah karyawan tidak mencapai100’.undang-
undang ini juga mempunyai sanksi bagi pelanggar Pasal 14yang terdapat dalam pasal
28 yang berupa sanksi pidana kurungan enam bulan atau denda maksimal 220 juta.
Peraturan perundang-undangan lainyang mengatur perlindungan kesempatan kerja
bagi penyandang disabilitasadalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
KetenagakerjaanPasal 5, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
pengesahankonvensi hak penyandang cacat, serta PP Nomor 43 Tahun 1998
tentangUpaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat14
3. Hak Atas Keamanan dan Perlindungan Negara
Dalam system hukum Islam, agama sangat mengistimewakan hak
perlindungan terhadap kaum disabilitas, hal tersebut tergambar dalam peri laku Nabi
13Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 TentangPenyandang Cacat.
14PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang
Cacat.
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Muhammad saw., dalam memperlakukan kaum disabilitas, sebagaimana telah di
bahas dalam bab sebelumnya. Selain itu dalam sistem hukum pidana Indonesia pun,
penyangdang disabilitas diberikan keistimewan lebih dari orang normal pada
umumnya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 ayat (1) kitab undang-undang
hukum pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:
Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena
penyakit, tidak dipidana.15
Ketentuan dalam KUHP tersebut merupakan suatu keistimewaan bagi
perlindungan disabilitas yang diberikan oleh pemerintah.
B. Penyediaan AksebilitasUmum Bagi Disabilitas dalam Bidang Ekonomi dan
Politik
1. Penyediaan EksabilitasUmum dalam Bidang Ekonomi
Minimnya perhatian pemerintah dalam memenuhi hak kaum disabilitas,
padahal dalam UU no 25 tahun 2009 telah jelas menyebutkan bahwa setiap warga
negara tak terkecuali kaum disabilitas untuk mendapatkan pelayanan publik yang adil
dan tanpa pandang bulu terutama dalam segi ekonomi bagi penyandang
disabilitas.Hal tersebut senada dengan ajaran agama Islam yang memperlakukan
kaum disabilitas dengan selayaknya masyarakat pada umumnya, dari segi aksebilitas,
ekonomi, dan segala akses dalam kehidupan sosial.
15R. SoenartoSoerodobroto, KUHP dan KUHAP Edisi Kelima (Jakarta: Rajawali Press,
2012), h. 36.
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Sepertiyang dinyatakan di dalam Deklarasi PBB tentang Hak atas
Pembangunan, 1986.Karena semua hak asasi manusiatidak boleh dilanggar dan tidak
ada satu hak yang lebih tinggi dari hak lainnya, peningkatan satu hak tidak
bisadilakukan dengan mengurangi hak yang lainnya.
Sementara pembangunan memfasilitasidinikmatinya semua hak asasi
manusia, kurangnya pembangunan bisa dijadikan alasan untuk pemangkasan hak-
hakasasi manusia, seperti dinyatakan di dalam Deklarasi Wina. Dengan kata lain,
promosi dan perlindungan hak-hakasasi manusia hendaknya dikembangkan tanpa
adanya persyaratan yang melekat.Kemiskinan menghambat terwujudnya hak asassi
manusia di dalam praktiknya.Pentingnya kerjasama internasional di dalam
penghapusan kemiskinan dan mendorong terwujudnya pembangunan menjadi
penting.Prinsipkerjainternasional ini telah diakui di dalam konvensi-
konvesiInternasional.16
Jaminan aksesibilitas bagi disabilitas selain secara lengkap, rinci dan khusus
tercantum dalam UU No. 19 Tahun 2011, secara umum juga diatur dalam Pasal 41,
42 dan 54 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan:
Pasal 41:
Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup
layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.Setiap penyandang
cacat (disabilitas), orang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak, berhak
memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
16Lihat, Internasional Labour Organization (ILO), Hak Atas Pekerjaan yang Layak bagi
Penyandang Disabilitas (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional-ILO, 2013), h. xi.
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Pasal 42:
Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik atau caat mental berhak
memperoleh perawatan, pendidikan dan pelatihan, dan bantuan khusus atau
biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat
kemanusiaan.
Pasal 54:
Setiap anak yang cacat fisik atau cacat mental berhak memperoleh perawatan,
pendidikan dan pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk
menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan,
meningkat percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan
masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Selain bentuk perlindungan sebagaimana di atas, Pasal 28 H UUD 1945
menyebutkan bahwa:
Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan
dan keadilan.
Selanjutnya, kemudahan bagi disabilitas juga dapat ditemukan dalam
peraturan yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan,
kesejahteraan sosial, lalu-lintas, pelayaran dan penerbangan.Peraturan tersebut
memberikan jaminan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas pada
bidang-bidang yang menjadi cakupannya, dan dalam rangka memberikan
kemudahan-kemudahan (aksesibilitas) di bidang apapun tanpa diskriminasi.17
Semua program-program di atas merupakan tanggung jawab dan kewajiban
pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM dalam hal ini
17UningPratimarati, “Jaminan Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat”, dalam UdiyoBasuki,
ed. Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), h. 255.
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adalah hak-hak para penyandang disabilitas.Kewajiban pemerintah tidak hanya
berhenti kepada kebijakan formulatif (peraturan perundang-undangan) saja, namun
kebijakan aplikatif serta kebijakan eksekutif.Aspek hukum yang menjamin
perlindungan hak-hak disabilitas dari segi jumlah perundang-undangan di Indonesia
sudah cukup memadai.Namun perumusannya lebih banyak yang bersifat
negatif.Perumusan negatif bagi disabilitas adalah misalnya jaminan hak di bidang
kesejahteraan sosial, perkeretaapian, lalu-lintas jalan, penerbangan, pelayaran,
kesehatan dan pendidikan. Sedangkan perumusan positif, yaitu kewajiban untuk
memberikan aksesibilitas bagi penyandang cacat antara lain ada pada ketentuan
tetang perlindungan anak, bangunan gedung, dan ketenagakerjaan; padahal
pelanggaran atas kewajiban tersebut diancam dengan sanksi baik sanksi pidana
maupun sanksi administrasi.18
Banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum dapat dilaksanakan
terjadi karena pengaruh dari aspek struktur dan budaya hukum di Indonesia.Oleh
karena itu diperlukan affirmative action, untuk mewujudkan kesamaan kesempatan
dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan bagi penyandang
disabilitas.Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus. Aksi ini
mengarah kepada penyadaran kepada publik akan pahamnya terhadap konsep HAM
18Lihat, UningPratimarati, “Jaminan Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat”, dalam
UdiyoBasuki, ed.Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia (Bandung: PT Rafika Aditama,
2009), h. 262.
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khususnya bagi penyandang disabilitas dan kewajiban mereka untuk berperan aktif
dalam berinteraksi sosial sehat dan wajar.
Selain itu, pemerintah perlu mengadakan kegiatan serta sosialisasi yang
bermisi pola penyadaran kepada para penyandang disabilitas itu sendiri. Di Indonesia
hanya sedikit penyandang disabilitas yang mempunyai kesadaran akan hak-haknya
dan gigih dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya.
2. Penyediaan AksebilitasUmum Dalam Bidang Politik
Kata politik tentunya sudah tidak asing lagi ditelinga kita di era modern ini,
bahkan hampir semua hal dikaitkan dengan politik.Disamping itu menurut politik
meliki banyak definisi seperti yang diungkapkan oleh cendekiawan Muslim, Abdul
Hamid al-Ghazali di dala bukunya yang berjudul Pilar-pilar Kebangkitan Umatyang
dikutib oleh Tamsil Linrung, diantaranya politik adalah keahlian memerintah dan
menjalankan negara, politik adalah kemampuan dan kekuatan untuk meraih tujuan,
politik adalah keahlian untuk mewujudkan sikap mengalah yang timbal balik dan
mewujudkan konsensus.19
Pemilihan umum merupakan salah satu pilar dasar dari sistem negara
demokrasi.Pemilihan umum dilaksanakan di Indonesia secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
berdasarkan Pancasila dan Undang-undangDasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilihan umum dilaksanakan
19Tamsil Linrung, Politik Untuk Kemanusiaan, Mainsteam Baru Gerakan Politik Indonesia
(Makassar: Tali Foundation, 2013), h. 19.
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secara nasional, baik di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah negara
indonesiadan diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi aktif di
dalamnya.Termasuk juga partisipasi dari kelompok disabilitas, mengingat kelompok
penyandang disabilitas di Indonesia cukup banyak jumlahnya sehingga tidak bisa
diabaikan keberadaannya.
Namun pada kenyataannya Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tidak
menyebutkan tentang hak-hak politik bagi penyandang disabilitas, padahal idealnya
polotik adalah hak semua kalangan yang bersifat inklusi sebagai syarat demokrasi,
yang berarti tidak boleh ada orang atau kelompok orang (dengan dasar
pengelompokan apapun, misalnya: ras, suku, kondisi fisik) yang diabaikan haknya
sebagai Pemilih atau haknya sebagi yang dipilih.
Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum juga telah
memuat secara tegas klausula yang memberikan perlindungan danjaminan agar
Pemilih kelompok Penyandang disabilitas dapat memperoleh kemudahan untuk
menjalankan hak politiknya baik untuk memilih ataupun dipilih.
Masih minimnya perhatian dari Pemerintah dan berbagai kalangan membuat
permasalahan Penyandang disabilitas pada pemilu tenggelam oleh isu-isu lainnya.Hal
ini membuat keberadaan Penyandang disabilitas masih menjadi nomor sekian dalam
sekalaprioritas.Tidak aneh jika keberadaan penyandang disabilitas di Indonesia
sedikit tertinggal dalam berbagai hal dari negara-negara lainnya.
Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, secara universal telah memuat prinsip-
prinsip yang mendasar yang berlaku secara universal tanpa melihat kedudukan,
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bangsa, agama, jenis kelamin, namun secara alamiah telah dimiliki setiap manusia
sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yakni prinsip nondiskriminasi tanpa
membedakan manusia dalam kedudukannya serta prinsip non-impersial yang berarti
tidak berpihak kepada kelompok atau kepentingan tertentu yang selanjutnya
dipertegas dalam pasal-pasal antara lain:
Pasal 1
Semua orang (manusia) dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan
hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal pikiran dan hati nurani dan
hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.
Pasal 2
Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam
pernyataan ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti misalnya
bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain.
Asal usul kebangsaan atau sosial, milik, kelahiran ataupun status lain.
Selanjutnya tidakakan dilakukan perbedaan atas dasar status politik, hukum
ataupun status internasional dari negara yang tidak merdeka, yang berbentuk
trust, tidak berpemerintahan sendiri atau di bawah pembatasan lain dari
kedaulatan.
Pasal 12
Tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan
perseorangannya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-
menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan
nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang
terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian.
Pasal 19
Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat
dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan
tidak mendapat gangguan, danuntuk mencari, menerima dan menyampaikan
keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun dan
dengan tidak memandang batas-batas.
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Pasal 21:
Ayat (1) Setiap orang turut serta dalam Pemerintahan negerinya sendiri, baik
dengan langsung maupun dengan Perantara wakil-wakil yang dipilih degan
bebas.
Ayat (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat
dalam jabatan Pemerintah negerinya.
Ayat (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan Pemerintah;
kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur
dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan,
serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain
yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.
Selain dalam Deklarasi Umum HAM juga terdapat di dalam konvensi hak
sipil dan politik, diantaranya:
Pasal 19
Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa mendapatkan campur tangan.
Pasal 21
Hak berkumpul secara damai harus diakui. Tidak satupun pembatasan dapat
dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan oleh hukum
dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan
keamanan nasional atau ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau
kesusilaan umum atau perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan orang
lain.
Pasal 25
Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan tanpa pembedaan
apapun seperti yang disebutkan dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang
tidak wajar untuk:
(a) Ikut serta dalam pengaturan semua urusan pemerintahan. Baik secara
langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
(b) Memilih dan dipilih pada Pemilihan umum berkala yang murni dan
dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui
85
pemungutan suara secara rahasia yang menjamin para Pemilih untuk
menyatakan kehendak mereka dengan bebas;
(c) Mendapatkan pelayanan Pemerintah di negerinya atas dasar persamaan.
Pasal 27
Bagi Negara-negara dalam kelompok dimana terdapat minoritas etnis agama,
atau bahasa, orang-orang yang tergolong kelompok monoritas tersebut tidak
boleh diingkari haknya untuk bersama dengan anggota kelompok yang lain
dalam menjalankan agama, ibadah atau bahasa mereka sendiri.
Selain beberapa peraturan diatas juga terdapat pada Undang-Undang Republik
Indonesia No. 39Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yakni pada:
Pasal 5
(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak
memperoleh perlakuan dan perlidungan berkenaan dengan kekhususannya.
Pasal 41
(2) Setiap Penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil,
dan anak anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
Pasal 42
Setiap warga negara berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak
memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya
negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat
kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan
berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pasal 43
(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan
umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Undang-undag Republik Indonesia no. 9 Tahun 1998, dalam beberapa pasal
berisi tentang kebebasan mengeluarkan pendapat:
Pasal 2
(1) Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas
menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab
berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selain beberapa peraturan perundang-undangan di atas, masih banyak lagi
peraturan-peraturan yang mengatur hal tersebut.Sekarang ini tinggal bagimana
mematuhi peraturan-peraturan tersebut juga bagimana implementasi pada kehidupan
nyata.
C. Kesetaraan Hak Dan Non Diskriminasi DiKalangan Disabilitas
Tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi
dan keadilan social, tujuan tersebut sejalan dengan ajaran agama Islam yang
menempatkan posisi penyandang disabilitas setara dengan posisi masyarakat pada
umumnya, justru cenderung memberikan hak-hak istimewa kepada kaum disabilitas,
seperti kewajiban berlaku lemah lembut terhadapa penyandang disabilitas,
memberikan bantuan serta pertolongan sebagaimana yang dalam hadis Nabi
Muhammad saw., sebagai berikut:
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 َﻋ َﺔَﺒْﻌُﺷ ْﻦَﻋ ﻰَﯿَْﺤﯾ َﺎَﻨﺛﱠﺪَﺣ َلَﺎﻗ ٌدﱠﺪَﺴُﻣ َﺎَﻨﺛﱠﺪَﺣ ُﮫْﻨَﻋ ُ ﱠ ا َﻲِﺿَر ٍﺲََﻧأ ْﻦَﻋ ََةدَﺎﺘَﻗ ْﻦ
 ٍَﺲَﻧأ ْﻦَﻋ َُةدَﺎﺘَﻗ َﺎَﻨﺛﱠﺪَﺣ َلَﺎﻗ ِﻢِّﻠَﻌُﻤْﻟا ٍﻦْﯿَﺴُﺣ ْﻦَﻋَو َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُ ﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ ِِّﻲﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ
 ُِﺤﯾ ﻰﱠﺘَﺣ ْﻢُُﻛﺪََﺣأ ُﻦِﻣُْﺆﯾ َﻻ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ ِّﻲِﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ ﱡﺐُِﺤﯾ ﺎَﻣ ِﮫﯿَِﺧِﻷ ﱠﺐ
 ِﮫِﺴَْﻔﻨِﻟ) .ﺎﻤھﺮﯿﻏ و ﻢﻠﺴﻣ و يرﺎﺨﺒﻟا هاور(20
Artinya:
Dari Anasra., dari Nabi saw., bersabda: Tidak sempurna iman seseorang di
antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai
dirinya sendiri. (HR. al-Bukhari, Muslim dan selainnya).
20Al-Bukhariy, kitab al-iman, bab laayu’minuahadukum hatta yuhibbu li nafsihi, hadis no. 12;
Muslim, kitab al-iman, hadis no. 64, 65; al-Turmudzi, kitab shifat al-qiyamah, hadis no. 2439; al-
Nasaiy, kitab al-iman, hadis no. 4960, 4961; IbnMajah, kitab al-muqaddimah, hadis no. 65; Ahmad
bin Hanbal, kitab baqimusnad al-muktsirin, hadis no. 11564, 12304, 12321, 12338, 12671, 12927,





1. Undang-undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, menegaskan
bahwa kedudukan hukum penyandang disabilitas di Indonesia adalah sama
dengan kedudukan hukum warga Negara Indonesia pada umumnya. Undang-
undang tersebut mengatur enam isu secara umum, yakni kehidupan sosial,
pendidikan, ketenagakerjaan, aksebilitas, rehabilitasi, bantuan sosial, dan
kesejahteraan social. Namun beberapa isu lainnya tidak di atur secara rinci,
seperti ekonomi, politik, olahraga, dan lain-lain. Ada pun stigma negative
yang dilontarkan untuk menilai kaum disabilitas yang tidak berperi-
kemanusiaan adalah semata-mata ketidak-pahaman masyarakat awam atas
kedudukan disabilitas yang diatur dalam perundang-undangan dan ajaran
hukum Islam.
2. Q.S ‘Abasa/80: 1-5 Menjadi bukti bahwa hukum Islam tidak membenarkan
pencibiran dan pengabaian kepada kaum disabilitas. Begitu pula yang diatur
dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
Keduanya menerangkan tentang bagaimana pentingnya memperlakukan
disabilitas dengan perlakuan yang baik tanpa diskriminasi. Hal ini masih jauh
dari realitas yang terjadi di masyarakat, di mana penyandang disabilitas
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dianggap sebagai suatu bentuk ketidak-normalan dan mendapat diskriminasi
yang tidak selayaknya.
3. Disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya, baik
dalam hukum Islam maupun dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1997
Tentang Penyandang Cacat. Terlebih pada hukum Islam yang memberi
beberapa hak istimewa kepada kaum disabilitas, seperti perlakuan lemah
lembut, pertolongan yang dianjurkan ditujukan kepada kaum disabilitas, dll.
B. IMPLIKASI PENELITIAN
Stigma sosial yang negative terhadap kelompok disabilitas di Indonesia pada
umumnya berlandanskan ketidak-pahaman masyarakat awam terhadap kedudukan
disabilitas beserta hak dan kewajibannya.Sehingga, keberadaan kaum disabilitas
dianggap sebagai sesuatu yang tidak wajar dan tercela.Hal inilah yang menimbulkan
ketimpangan sosial antara masyarakat normal secara fisik dengan mereka para kaum
disabilitas yang dianggap sebagai ketidak-normalan dalam pergaulan sosial.
Dengan adanya penelitian ini, besar harapan terhadap hasil dari penelitian ini
untuk dijadikan sebagai sumber referensi demi mewujudkan kesadaran sosial
terhadap kedudukan serta hak dan kewajiban kaum disabilitas, agar dapat merubah
paradigm sosial terhadap keberadaan disabilitas.
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